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TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi

berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian, yaitu

sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal
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c b oo s ¢

B. Konsonan Lengkap

Konsonan rangkap disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap. Contoh :

ditulis gayyim.

C. Vokal pendek, panjang, dan diftong

sy
sh

th

1 c-‘ E"'GS an.

1. [Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u

=~ o - &

’G) v o (D Cc

2. Bunyi a panjang di tulis 4, bunyi i panjang ditulis i dan bunyi u panjang

ditulis O

3. 9 ditlis aw, 8! ditulis ay
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D. Ta’ marbuthah di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis 4, contoh : 34‘-6-‘:' ditulis syahddah
2. Bila dihidupkan karena rangkaian dengan kata, ditulis t ,
contoh : lawa W :\':‘"“5 ditulis jami‘iyyatul, is‘daf
E. Kata Sandang Alif Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah, ditulis a/ contoh gLl ditlis al-qadha
2. Bila ditkuti huruf syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf syamsiah yang
bersangkutan. Contoh : dalguid) asy-syahadah

F. Singkatan
SWT = subhanahu wa ta‘éla
Saw = sallalahu ‘alaihi wa sallam
ra = Radhiyalldhu ‘anhu
UUTPPU = Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang
PJK = Penyedia Jasa Keuangan
FIU = Financial Intelligence Unit
KUHPidana = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PPATK = Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
FATF = Financial Action Tasks Force on Money Laundering

G. Penerjemahan
Khusus penerjemahan istilah—istilah yang berkenaan dengan tata cara
periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya =
‘an, haddatsani, akhbarand dan yang semacamnya dipakai simbol & dengan
maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadits
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia yang mayoritas [slam sangat berpengaruh dalam
kehidupan dan perkembangan masyarakat di segala bidang, baik itu aspek
ckonomi, hukum, sosial, budaya dan sebagainya. Hubungan bilateral, multilateral
antar bangsa menjadikan timbul permasalahan negatif maupun positif. Kehidupan
manusia terus berkembang sejalan dengan periode zaman. Kebaikan bertambah
begitu juga tindakan-tindakan kejahatan atau kriminalitas bermacam-macam
caranya seiring dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berkembang pesat. Kejahatan dapat menghambat kemajuan suatu negara
demikian juga dengan ancaman terhadap keamanan dunia. Ada ungkapan
mengatakan “Kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita”. Bahkan
dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak Nabi Adam AS. '

Kejahatan yang awalnya muncul dalam kontek hukum sebuah kasus di
Amerika Serikat pada tahun 1982 menyangkut denda terhadap Pencucian Uang
hasil penjualan kokain Colombia. Istilah yang pertama kali digunakan di Amerika
adalah pencucian uang pada hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh

secara gelap dicampurkan dengan tujuan hasil yang awalnya tidak sah seolah-olah

' M. Arif Amirullah, Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uan ¢ (Malang:
Bayumedia, 2003), hal. 1.



menjadi sah. Rumusan Pencucian Uang adalah proses menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan
menghilangkan jejak tanpa mengungkap sumber perolehan yang sah melalui
sistim keuangan , bank atau lembaga keuangan lainnya. :
Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 diatur tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu :
“Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh secara langsung
atau tidak langsung dari kejahatan : Korupsi, penyuapan, penyelundupan
barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan  imigran,
perbankan,dibidang pasar modal, dibidang asuransi, narkotika, psikotropika,
perdagangan budak, wanita, anak, perdagangan senjata gelap, penculikan,
terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian,
prostitusi, bidang perpajakan, kehutanan, lingkumgan hidup dan kelautan™. 3
Definisi pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan
yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta
kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah sesuai dengan pasal 2
Unsang-undang No. 25 Tahun 2003.
Proses pencucian uvang meliputi tiga proses, sckalipun terdapat berbagai
macam modus operandi pencucian uang. Pertama placement upaya penempatan
dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistim keuangan.

Kedua /ayering memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak

pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau

? Ibid., hal. 9.
* Anonim, UUTPPU No. 25 Tahun 2003 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal. 41,



menyamarkan asal-usul harta. Ketiga integration yaitu upaya menggunakan harta
kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke
dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan. 4

Terbentuknya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak lepas
dari pengaruh global yang menghimbau negara-negara termasuk Indonesia. Di
samping itu, jenis kejahatan Pencucian Uang sangat berpotensi bagi timbulnya
korban atau merugikan negara dan merusak stabilitas perekonomian nasional. >
Adanya Ancaman dari pihak luar negeri apabila Indonesia tidak segera membuat
aturan tentang pencucian uang maka akan diembargo ekonominya. Indonesia
telah mengkriminalisasikan kejahatan Pencucian Uang sebagai suatu tindak
pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut di atas. Karena dampak yang
ditimbulkan sangat besar antara lain menurunnya investor asing, kurang
kepercayaan para kreditor atau nasabah, akan merusak stabilitas perekonomian
secara makro. ®

Dalam hal ini proses tindakan pencucian uang juga mengandung unsur
melalui jalan yang tidak benar, karena hasil harta yang diperolehnya dari jalan
yang haram atau ilegal dengan cara, mencampur hasil yang haram menjadi halal.

Maksud dari mencampur dari halal ke haram yaitu dengan cara meletakkan uang

atau nilai yang setara ke dalam sistem perbankan melalui berbagai macam cara

4 PPATK, Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantadsan TPPU Bagi PJK (Jakarta,
2003), hal. 4.

SM. Arif A., Op. Cit., hal. 34,

S Ibid., hal. 36.




dengan menggunakan fasilitas jasa-jasa perbankan. Sebagaimana disebutkan

dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42:
Ograla a9 (Gadl § galiig Ja Ll by (3ol | gl g

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil
dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu

s 1 7
mengelahui”.

Islam juga telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa
pada yang haram dengan cara-cara yang nampak, begitu juga Islam
mengharamkan semua siasat justru untuk berbuat haram dengan jalan yang tidak
begitu jelas dan siasat setan yakni tidak tampak. 8

Pencucian uang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam Al-Qur’an dan
Al-Hadits. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang
dituangkan dalam judul “ Pencucian Uang (Tinjauan Yuridis UU No. 25

Tahun 2003 dan Hukum Pidana Islam) ”

B. PENEGASAN ISTILAH
Sebelum penulis membahas lebih lanjut terhadap permasalahan penelitian,
terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah yang dipakai dalam judul

penelitian ini dengan tujuan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami

7 Anonim, Al-Qur ‘an danTerjemah (Saudi Arabia: Al-Madinah Al-Munawarah, 1971), hal.16.
® Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, terj., H. Muamal Hamidy (Jakarta: Bintang Ilmu, 1993),
hal. 35.



permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah yang dipakai dan perlu

dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pencucian Uang.
Pencucian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan,
-9
cara mencuci.

Uang adalah kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk

f f dan gambar tertentu, dikeluarkan oleh Pemerintah suatu Negara sebagai alat

penukar atau standar pengukur nilai yang sah. 10

‘! 2. Pencucian uang atau money laundering atau pemutihan uang dalam Kamus
Istilah Perbankan Indonesia adalah suatu proses manipulasi aset-aset terutama
aset-aset tunai yang diperoleh si pelaku dari hasil tindak pidana, sedemikian
rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. i

3. Pencucian uang dalam Penjelasan UU No. 25 Tahun 2003 yaitu upaya atau
proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 25 Tahun 2005 yaitu hasil dari

korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, perbankan, narkotika dirubah

menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. '?

® Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal.
951. '

' Ibid., hal. 174.
"' 7 Dunil, Kamus Istilah Perbankan Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.
86. ’

2 Anonim, UUTPU, Op. Cit., hal. 23.




Maksud dari Pencucian Uang yaitu menyembunyikan atau menyamarkan
uang asal usul kejahahatan. Menurut ketentuan Article 38 (3) Finance Act
1993 Luxembourg, Pencucian Uang dapat didefinisikan sebagai suatu
perbuatan yang terdiri atas menggunakan, menanamkan, penempatan,
pengiriman yang dalam Undang-undang mengatur mengenai kejahatan atau
pelanggaran secara tegas menetapkan status perbuatan tersebut sebagai tindak
pidana khusus, yaitu suatu keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak
pidana lainnya. .

4. Kejahatan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang
bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah
disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). H

5. Hukum Pidana Islam.
Hukum yang meliputi baik hal-hal merugikan atau kriminal. 15 Menurut Topo
Santoso; Hukum Pidara adalah hukum yang memuat aturan-aturan hukum
yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu,
suatu akibat yang berupa pidana.le'Menurut Muljatno; hukum pidana adalah
bagian dari keseluruhan yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan

dasar-dasar aturan-aturan untuk :
/ /f"’(:.

3 Vg Anif Amirullah, Op. Cit,, hal. 11.

g amus Besar Bahasa Indonesia, Loc. Cit., bal. 951,

15 Apdurrahman I Doi, Tindakan Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),
hal 62.

16 Topo Santoso, Mengaggas hukum Pidana Islam (Bandung: As-Syamil Perss, 2002) hal. 22.




a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu

bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagi pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. !’

Pidana dalam Islam disebut dengan jinayat yaitu perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh syar’i dan diancam dengan hukuman had atau ta’zir. '® Yang
penulis maksud dalam skripsi ini adalah bagaimana pencucian uang dalam UU

No. 25 Tahun 2003 dalam pandangan hukum pidana Islam.

. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas dapat diketahui dari
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan

Hukum Pidana Islam terhadap pencucian uang ?. Apa persamaan dan perbedaan

antara tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003

dan hukum pidana Islam ?.

17 Muljatno, Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.1.
'® H.A. Jazuli, Figh Jinayat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal, 2.




D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain :
1. Untuk mengetahui hukum pencucian uang menurut Undang-undang No. 25

Tahun 2003 dalam hukum pidana Islam.

2. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan jarimah ta’zir dengan
pencucian uang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

Manfaat penelitian dalam penulisan sripsi ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam
khususnya tentang figh jinayat atau pidana Islam.

2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis pada
khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai tindak kejahatan yang
dilakukan melalui pencucian uang dalam hukum pidana Islam ?.

3 Memberikan informasi ilmiah bagi para peneliti supaya dijadikan pandangan
untuk penulisan skripsi selanjutnya mengenahi hukum pidana tentang

pencucian uang dalam hukum pidana Islam ?.

E. TELAAH PUSTAKA

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 42 ayat tersebut menerangkan tentang
larangan mencampur adukkan antara yang hak dan batil. '°
M. Arif Amirullah dalam bukunya “Money Laundering Tindak Pidana

Pencucian Uang * berpendapat bahwa Pencucian Uang (Money Laundering)

19 Anonim, Al Qur'an dan Terjemah, Op. Cit., hal. 16.
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tidak hanya sekedar masalah internal Indonesia, tapi juga merupakan masalah
dunia Internasional. Kejahatan Pencucian Uang yang dilarang dan diancam
dengan pidana dalam hukuman masing-masing negara. Indonesia yang sudah
memiliki Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian
uang tidak lepas dari pengaruh dunia internasional. Buku ini membahas berbagai
pendapat dari berbagai golongan tentang pengertian, ruang lingkup, serta
pencucian uang dengan bentuk kejahatan terorganisasi lainnya. Seperti pencucian
uang dan kejahatan terorisme, kejahatan ekonomi di bidang perbankan, kejahatan
korupsi. Buku ini juga membahas proses peradilan pidana dan mengenai
kebijakan penanggulangan kerjasama dan internasional dalam menghadapi
tindakan kejahatan yang sudah mendunia. 2

Abdurrahman I Doi dalam bukunya *“ Tindak Pidana Dalam Syariat Islam *
beliau membahas bahwa hukuman atau hukuman pidana dalam Islam meliputi
berbagai hal yang merugikan maupun tindakan kriminal. *'

Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana* membahas
bahwa beliau memandang Hukum pidana ekonomi sebagai pidana khusus
terdapat pada pasal 284 KUHP yang menyebut perundangan pidana khusus
mempunyai acara tersediri terlepas dari KUHP.

Adam Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana* membahas

mengenai, mengatur hukum pidana tertentu UU No. 3 Tahun 1971 tentang

2 M. Arif Amirullah, Op. Cit, hal. 1.
2t Apdurrahman I Doi, Op. Cit., hal. 5.
2 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 13.
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pemberantasan korupsi diganti UU No. 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana
ekonomi , UU No. 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. **
Topo Santoso dalam bukunya “Menggagas Hukum Pidana Islam"

menerangkan pengertian hukum pidana Islam, asas-asas dan hal-hal yang

termasuk dalam tindakan pidana Islam. H

Andi Hamzah dalam bukunya “Perkembangan Hukum Pidana Khusus*
menerangkan pengertian tentang beberapa penyimpangan hukum acara pidana
khusus dari’hukum acara pidana umum. Membahas tentang kejahatan bentuk baru

yang bermacam-macam yang perlu dikaji dari Undang-undang pidana umum.

Membahas kejahatan di bidang perbankan melalui jasa bank. »

Dari beberapa buku tersebut di atas belum ada yang membahas secara
khusus tentang Pencucian Uang dalam Hukum Islam, maka dari itu penulis

merasa tertarik untuk mencoba membahas permasalahan tersebut sebatas dengan
kemampuan yang ada pada penulis.
F. METODE PENELITIAN
Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

2 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 12.

A Topo Santoso, Op. Cit., hal. 7.
5 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 50.



11

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan
(library research) yaitu jenis penelitian yang objek utaménya adalah buku
kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian

2. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan beberapa sumber
data yaitu sebagai berikut:
a. “‘S\umber data Primer
Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data diperoleh
langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran
atau alat .pengambilan data langsung pada subjek mengenai sumber
informasi yang dicari. 2
Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library
research, maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah
Al-Qur’an, Al-hadits-hadits hukum dan Himpunan Peraturan Perundang-
undangan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Undang-undang No. 25
Tahun 2003.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder yaitu data yang penulis ambil dari buku-buku atau
kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan. %’ Yang

termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan-

™.

% Syaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.
27 Winamo Surakhmad, Pengantar Penelitian Iimiah (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 134.
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catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang
mendukung untuk lebih menguatkan sumber data peneliﬁan dan dapat
menunjang terselesaikannya penulisan skripsi in1 seperti makalah, diktat,
majalah, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya kitab-kitab figh
terutama bab pidana pencurian dan pidana lainnya.
3. Metode Analisa Data
Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, penulis
menggunakan beberapa metode berfikir antara lain:
a. Content analysis
Content analysis diartikan sebagai analisis, atau kajian isi. *°
Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik yang
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan
karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.
b. Metode Komparatif
Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data

atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan schingga

diketahui pendapat yang lebih kuat. >

2 Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Dalam Soejono dan Abdurrahman Metode
Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 8.
» Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 26.
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G. SISTIMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini maka penyusun

membuat sistimatika penulisan yang terdiri dari 5 Bab, dengan uraian sebagai

barikut :

Bab I

Bab 1I

Bab III

Bab IV

Bab V

berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan
istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

berisi pencucian uang yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2005
meliputi tentang sejarah, pengertian, proses, pembuktian, sanksi
hukuman tindak pidana pencucian uang.

berisi pencucian uang dalam hukum pidana Islam meliputi tentang
pengertian hukum pidana Islam, syarat, macam-macam hukum pidana
Islam, pembuktian pencucian uang dalam hukum pidana Islam dan
ketentuan sanksi pidana.

berisi tentang aqalisis dan bagaimana penerapan hukum pidana Islam
terhadap tindak pidana pencucian uang dan sanksi hukum menurut
hukum pidana Islam sebagai analisa pembahasan dilihat dari letak
persamaan dan perbedaan di antara keduannya, dampak pencucian
uang terhadap perekonomian umat.

berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan

disertai dengan saran-saran dan kata penutup.



BAB II :

PENCUCIAN UANG

DALAM UU NO. 25 TAHUN 2003

A. Pengertian Pencucian Uang.

Munculnya kejahatan pencucian uang diawali dengan adanya
kelompok mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian
(laundry), kemudian oleh organisasi tersebut digunakan sebagi tempat
pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis haram atau ilegal. Kejahatan
pencucian uang telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Pada saat
itu, Al Capone yang menguasai bisnis haram perdagagan obat bius,
perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian merupakan
penjahat terbesar yang tidak saja terkenal di Amerika Serikat, tetapi juga di
dunia. Pencucian uang merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai
kejahatan yang sulit ditangkap pelakunya seperti korupsi atau sindikat
narkotika. Maka, dimunculkan strategi untuk menanggulangi kejahatan itu
dengan menghadang hasil kejahatannya. Bahkan, pertama kali pencucian uang
diatur di Amerika Serikat tahun 1986 karena saat itu Amerika Serikat
kewalahan menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkotika (i/licit drug
trafficking) yang amat merugikan keuangan negara. '

Melihat dasyatnya kejahatan pencucian uang yang diawali dengan

perdagangan gelap narkotika, sampai sekarang bahaya obat-obat terlarang

" Yenti Gamnasih, Revisi Undang-undang Tindak Pidana Pencycian Uang,

http/www.pojokkompas.com.

14



15

tersebut sudah menjadi bahaya besar bagi dunia. Hal ini menjadi pendorong
bagi negara-negara yang ingin memberantas seperti, Amerika Serikat berbagai

negarapun menyetujui untuk mengatur anti pencucian uang di negaranya

| » | termasuk karena alasan untuk memberantas kejahatan pencucian uang ditandai
, berbagai konvensi. Paling tidak ada tiga hal penting menandai lahirnya
| hukum international untuk memerangi kejahatan pencucian uang, antara lain
dengan dikeluarkannya United Nations Convention Againts in Narcotic
Drugs and Psychotropic Subtances 1998 (Vienna Convention 1998). Lahirnya
konvensi ini ditandai saat masyarakat internasional merasa frustasi dalam
memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti
mengingat objek yang diperangi adalah organized crime yang memiliki
karakteristik organisasi stuktural yang solid dengan pembagian wewenang
yang jelas. Sumber pemidanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja
yang melintasi batas negara. Hukum internasional anti pencucian uang yang
dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak
lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi

diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti

pencucian uang. Andrew Haynes (1993) mengatakan bahwa alasan sederhana

dari paradigma baru ini adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi
pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan

menghalangi untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya. 2

2 Yunus Hussein, ** Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak
Pidana Pencucian Uang”, http//www .pojokkompas.com.




—_————

16

Konvensi memberikan manfaat yang sangat besar, sehingga tindak
kejahatan yang membahayakan masyarakat bisa teratasi secara bersama-sama
dengan negara-negara lain. Hal ini merupakan kepedulian masing-masing
negara yang sama-sama mengalami tidak tentram dalam beraktifitas,
khususnya di bidang obat-obat terlarang yang sangat merusak generasi muda
sebagi penerus bangsa. Dengan demikian lahirnya United Nations Convention
Againts In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988 (Vienna
Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari
perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan Hukum Internasional
Anti Pencucian Uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi
drug trafficking dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi
segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Di samping itu,
(Vienna Convention 1988) juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang

mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma,

peraturan dan prosedur yang di sepakati dalam rangka mengatur ketentuan
anti pencucian uang, *
Sebelum Vienna Convension 1998, pada waktu itu perhatian

masyarakat ditujukan pada upaya memerangi peredaran obat bius di Amerika

Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Kemudian upaya masyarakat

Internasional juga mengeluarkan Convension on psychotropics an substances

3 Yunus Hussein, “ Hubungan Antara... ... ... ", Ibid., http//www.pojokkompas.com.
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of 1971 lebih menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap

perdagangan obat, kimia dan farmasi. *

Dengan banyaknya konvensi yang berkali-kali diadakan di Amerika
Serikat banyak melahirkan kesepakatan yaitu antara lain, mewajibkan setiap
negara melakukan kriminalisasi. Pencucian uang yang berkaitan dengan
peredaran obat bius dan mengatur ketentuan daftar pelanggaran yang
berkaitan dengan industri distribusi atau penjualan obat bius. |

Akhir dari konvensi yang telah diadakan secara khusus mengatutr
masalah :

1. Penegasan dan perluasan lingkup kendali yang dititik beratkan pada

illicit trafficking by sea.

2. Penegasan mengenai yurisdiksi dan diperluas.

3. Penyitaan atau confiscation.

4. Hubungan timbal balik atau mutual legal assistance.

5. Ekstradisi. °

Um’ted Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment
of Offenders (1995) dalam konvensi ini disebutkan tujuh belas kejahatan
serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang menempati urutan pertama
yang paling berbahaya. Pada tahun 2002 muncul United Nations Against
Transnational Organized Crimes Laundering Proceed of Crimer. Dalam

konvensi ini antara lain menekankan kembali bahaya pencucian uang dan

4 yunus Hussein, Hubungan Antara............ Ibid., http//www.pojokkompas.com.
$ Yunus Hussein, Hubungan Antara.......... Ibid.




menyatakan upaya memberantas pencucian uang termasuk untuk mewaspadai

- 6
dan memberantas terorisme.

Sejarah istilah “money laundering” menurut Robinson dalam
tulisannya yang berwujud, The [lifeblood of drug dealers, traudsters,
smugglers, kidnappers, arm dealers, terorrist, extortionists, and tax evenders,
myth has it that the term was coined by Al Capone Who like his arch rival
George 'Bugs’ Moran, used a string of coin operated laundromats. Seated
around Chicago (o dirguise his revenue from gambling, prostitution,
racketeering and violation of the prohibition laws.

Aliran darah pengedar obat-obatan terlarang, para pelaku
penggelapan, penyelundupan, penculikan, perdagangan senjata gelap, teroris,
pemeras dan penghindar pajak menurut mitos sama dengan saingannya Al
Capone, George “Bugs” membeli mesin-mesin cucl coin yang ditempatkan di
sekitar Chicago untuk mengubah uang haramnya tersebut.

Namun, menurut Jeffry Robinson uraian tersebut di atas hanyalah

isapan jempol belaka. Dikemukakan olehnya: ?[t is a neat stry-but not
true” Cerita itu tidak benar, karena masih menurut Jeffry Robinson dalam
tulisannya yang sama:

Money laundering is called what is because that perfectly describes
what takes place-illegal, or dirty money is put through a cycle of transactions,
or washed, so that it come out the other end as legal, or clean money. In other
words, the source of illegally obtained funds is and deals in order that those
some funds can eventually be made to appear as legitimate income.

Dinamakan pencucian uang karena menggambarkan dengan sempurna
bagaimana uang haram ditempatkan dalam putaran trasnsaksi atau dicuci,
maka setelah itu uang tersebut akan keluar di sisi yang lain sebagai uang yang
sah atau uang yang bersih. Dengan kata lain, sumber dana kegiatan haram
dikaburkan melalui rangkaian transfer dan transaksi agar dana haram tersebut
akhirmya dibuat agar tempat sebagai pendapatan yang sah

Money laundering sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai.

Penggunaan pertama kali di surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan

6 yvunus Hussein, Hubungan Antara......., [bid., hitp//www.pojokkompas.com
7 Qari Oktaviani,” Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal” (Skripsi
Sarjana Fakultas Hukum Oensoed, 2004), hal. 26.
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mengenai skandal watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973; sedangkan
penggunaan sebutan tersebut dalam konteks peradilan atau hukum muncul
untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US $4,255,625,39 (1982).
Sejak itu istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh
dunia. ® Kemudian di Indonesia istilah money laundering dikenal dengan
pemutihan uang atau pencucian uang, karena kejahatan ini sudah terjadi di
Indonesia. Namun, baru muncul Undang-undang yang mengaturnya pada
tahun 2002. Adanya Undang-undang, karena desakan dari luar negeri agar
Indonesia segera mengeluarkan Undang-undang tersebut. Apabila tidak
mengeluarkan peraturan tentang pencucian uang, Indonesia akan diancam
dengan embargo ekonomi yaitu, pelarangan ekspor impor barang ke dalam
maupun ke luar negeri.

Tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam tindak pidana
khusus, karena tindak pidana pencucian uang tidak terkodifikasi dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam
Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Pencucian Uang No. 25
Tahun 2003 (UUTPPU) melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1974, ?

Kejahatan pencucian uang dilakukan dari hasil yang sangat banyak
macamnya, hampir seluruk aspek kejahatan yang sering dilakukan lewat
instansi pemerintah atau swasta perusahan tercakup dalam pasal 2 Undang-

undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Semua

8 Sari Oktafiani, Jbid., hal. 26.
9 Anonim, UUTPPU, Op. Cit., hal. 39.
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hasil yang dicurigai sebagai tindak kejahatan adalah harta kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana meliputi :

a.
b.
c.
d.
e.
f
g
h.
1.
J.
k.
.
m.
n
0.
p.
q.
r.
S.
t.
u.
V.
w.
X.
y.

mengalami perubahan yaitu Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang
pada awalnya No. 15 Tahun 2002 kemudian dilengkapi dengan Undang-

undang yang baru. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tidak memberikan

pengertian apapun mengenai pencucian uang. Sedangkan Undang-undang

“Korupsi,

Penyuapan;

Penyelundupan barang;
Penyelundupan tenaga kerja;
Penyelundupan imigran;
Perbankan;

di bidang pasar modal;

di bidang asuransi;
Narkotika;

Psikotropika,

Perdagangan budak wanita dan anak;
Perdagangan senjata gelap;
Penculikan;

Terorisme;

Pencurian;

Penggelapan;

Penipuan;

Pemalsuan uang;

Perjudian,

Prostitusi;

di bidang perpajakan;

di bidang kehutanan;

di bidang lingkungan hidup;
di bidang kelautan;

Tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara
atau lebih,yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di
luar wilayah Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan
tindak pidana menurut hukum Indonesia”. 10

Namun, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini sudah

10 1bid., hal. 41.
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No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun
2002 memberikan pengertian tindak pidana pencucian uang, yaitu :
Pasal 1 angka 1 :
“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransferkan,
membaya, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainya
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan
hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan
yang sah”. !

Peraturan tentang pencucian uang pemerintah telah mengeluarkan dua
perundang-undangan yang awalnya kurang lengkap dilihat dari pengertian,
tidak terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002, kemudian
dilengkapi dengan Undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 25 Tahun
2003. Apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau money laundering
? Tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang
disebut pencucian uang atau money laundering. Pihak penuntut dan lembaga
penyelidikan kejahatan, kalangan pengusaha atau perusahaan, negara-negara
yang telah maju, dan negara-negara dari dunia ketiga masing-masing
mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas perspektif yang berbeda.
Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan untuk tujuan
penyelidikan, '2
Dalam bahasa Indonesia istilah money laundering ini sering juga

diterjemahkan dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Hal ini

adalah terjemahan yang wajar mengingat kata /aunder dalam bahasa Inggris

"' Ibid., hal. 4
12 gari Oktaviani, Op. Cit., hal. 16-17.
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sendiri berarti mencuci. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata laundry
yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang
hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkotika atau hasil korupsi
sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi

tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang

seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam

kegiatan money laundering adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak

asal-asul uang tersebut. Dengan proses kegiatan money laundering ini vang

yang semula merupakan uang haram (dirty money) diproses sehingga

menghasilkan uang bersih (clean money), uang halal (legitimate money).

Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan”

(imaze). 3

Money laundering diterjemahkan dengan pemutihan uang atau

pencucian uang. Kejahatan money laundering bertujuan untuk melindungi

atau menutupi aktifitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang

yang akan dibersihkan. a

Definisi lain yang pernah diberikan terhadap money laundering adalah

sebagai suatu investasi yang berasal dari kejahatan terorganisir, transaksi

tidak sah di bidang narkotika dan sumber-sumber tidak sah lainnya, dengan

tujuan agar uang tersebut berjalan melalui saluran-saluran yang sah. Sehingga

-
" Yunus Hussein, ed, “LOGEY e ibggag;en]::lngzgmpu No. 15 Th. 2002, Majalah
; : Bisnis (INO. : , , 20 |

i Ellio\’;ﬁ:"‘:g:’ssei“’ “Sampai D1 mana Langkah Negara Kita ?”, Majalah Pengembangan

Perbankan”, (No. 89, Mei-Juni, 2001), hal. 31.
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sumber uang aslinya tidak dapat kembali Jadi merupakan
penghapusan jejak jika ada yang menelusuri sumber asal uang yang tidak sah
tersebut.

Dengan demikian, pemicu kejahatan pencucian uang sebenarnya
adalah suatu tindak pidana atau aktifitas kriminal. Kegiatan ini
memungkinkan para pelaku untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya
suatu dana atau hasil kejahatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pelaku
dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatan secara bebas seolah-olah
tampak sebagai hasil kegiatan yang sah atau legal.

Para ahli hukum mengelompokkan tindak pidana pencucian uang
sebagai salah satu bentuk white collar crime yang pada umumnya banyak
dilakukan dalam bidang bisnis. Bentuk kejahatan yang diperkenalkan oleh
pada tahun 1939 dirumuskan sebagai “crime commited by person

Sutheriand

of respectability and high social status in the course of his occapation * yaitu
kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhormat dan memiliki status

sosial tinggi dalam aliran usahanya. 15 1 ebih lanjut Hazel Croall mempunyai

beberapa karakteristik, antara lain :

Tidak kasat mata ( law Visibility)

a.
b. Sangat komplek ( Complexity)

c. Ketidakjelasan korban (difusion of victims)

4 Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (ambigous criminal law)
e. Sulit dideteksi dan ditutut (weak detection dan prosecution,). 16

Pada umumya praktik—praktik pencucian uang atau money laundering

umumnya dimulai dari berbagai hasil kejahatan, yaitu dari bisnis narkoba,

Op. Cit, hal. 18

15 Qar ani,
Sarl Oktaﬂ Hubungaﬂ Antara.. e

16 yyunus Hussein, ..., Op. Cit., http//www pojokkompas.com.
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penjualan senjata gelap, terorisme, penyuapan, pencurian, penggelapan dan
lain-lain. Namun, bukan berarti hasil jarahan penyalahgunaah kekuasaan atau
korupsi oleh seorang pejabat yang ditanamkan pada sebuah institusi keuangan
dan perbankan atau institusi-institusi lain tidak dianggap sebagai praktik
pencucian uang. Ini artinya asal-usul uang yang dapat dikategorikan sebagai
hasil pencucian uang sesungguhnya begitu luas. Dari manapun asal-usul uang
yang tidak jelas (rack rekordnya, dapat diartikan uang tersebut menjadi benda

yang ilegal. Dengan demikian, hasilnya merupakan uang yang dapat

dikategorikan sebagai uang haram. Kriteria uang haram bisa dibuktikan

melalui kejanggalan—kcjanggalan yang dilakukan oknum kejahatan dengan

tidak memberikan keterangan yang wajar atau tidak sesuai prosedur yang

diatur oleh BL. V"
PPATK juga memberikan pengertian pencucian uang, yaitu :

adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau
harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana
Negaru Republik Indonesia atau di luar wilayah

Pencucian uang
menyamarkan asal-usul
yang dilakukan di wilayah
Negara Republik Indonesia.

Financial Action Taksk Force on Money Laundering (FATF)

organisasi yang menangani tindak pidana pencucian uang  tingkat
bahwa money laundering adalah proses

internasional merumuskan

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan. Proses tersebut
untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya

menikmati keumungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber

17 vunus Hu ssein, «Keberadaan UU Money Laundering”, Majalah Hukum Ekonomi dan

002), hal. 21.
, Op. Cit., hal. 26.

18 yunus




25

perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan

kejahatan terorganisasi, perdagangan obat dan prostitusi dapat menghasilkan

jumlah uang yang banyak. "

Selanjutnya menurut ketentuan article 38 (3) Finance act 1993
Luxembourg pencucian uang dapat didefisinikan sebagai suatu perbuatan

yang terdiri atas penipuan, menyembunyikan, pembelian, pemilikan,

menggunakan, menanamkan, penempatan, pengiriman yang dalam Undang-

undang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran secara tegas

menetapkan status perbuatan itu sebagai tindak pidana khusus, yaitu suatu

keuntungan ekonomi dari tindak pidana lainnya. %

Kejahatan pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan

eckonomi karena kejahatan tersebut meliputi kejahatan di bidang perdagangan,

perbankan, investasi perusahaan. Dalam struktur kejahatan transnasional yang

terorganisasi, money Jaundering termasuk salah satu kejahatan lanjutan.

Jaundering merupakan sarana berbagai jenis kejahatan yang termasuk

Money

dalam organized crime untuk mengaburkan asal-usul perolehan kekayaan. 2

Menurut Muladi pengertian kejahatan pencucian uang ini bisa meluas

sampai memasuki berbagai jenis kejahatan dari pencurian ringan

(Misdemeanor Larceny) hingga meluas sampai kepada kejahatan keuangan

(Financial Crimes) dan dimulai dari kejahatan yang dilakukan secara diam-

diam hingga kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan. Kejahatan

19 M. Arf Amirullah, Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Malang;
Bayumedia, 2003), hal. 9.

20 spid., hal. 11.

21 gpid., hal. 17-
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ckonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan
hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang
hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, manipulasi, penggelapan,
melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan. %

Menurut Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari Prof. Dr. M.

Giovanoli dan M. J. Koers masing-masing menulis :

1. Money laundering merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu

maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasikan

sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari

sumber yang sah (legal).

2. Money laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil

kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah menutupi asal-usul

tersebut. 2

Pencucian uang merupakan kejahatan ckonomi sering disebut White

Collar Crime karena banyak dilakukan dalam bidang bisnis yang
kelihatannya kegiatan ekonomi (bisnis) normal tapi dilakukan dalam lingkup
kejahatan. Bentuk kejahatan ckonomi tersebut sering disebut kejahatan
terorganisasi biasanya menggunakan perusahaan sebagai kedok untuk
melakukan kejahatan yakni menyediakan barang-barang gelap dan jasa atau
barang-barang legal yang telah diproses dengan cara-cara yang haram, seperti
mencuri atau perbuatan curang lainnya. Kejahatan terorganisasi (Organized

22 ppid. hal. 18.
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Crime) menampakkan barang sebenarnya dalam setiap perluasan ruang gerak
a

pasar yang sah masuk menjadi bidang yang yang biasa dilarang. 2

Kegiatan money laundering adalah kegiatan yang dikategorika
n

sebagai tindak pidana kejahatan terorganisir yang sangat berpengaruh pad
a

pembangunan ekonomi sehingga selayaknya setiap negara di dunia

menyatukan tekad untuk memeranginya. Tindak pidana pencucian uang ini

memiliki aspek internasional karena melintas batas negara dan melibatkan

berbagai negara di dunia. Untuk memerangi tindak pidana kejahatan maka

peranan Bank dan BI sangatlah besar. =

B. Proses Pencucian Uang.

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada 3

(tiga) kegiatan, yakni Placement, Layering, Integration.

ment merupakan fase menempatan uang yang dihasilkan dengan

1. Place

pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak

mencolok untuk ditempatkan dalam sistim keuangan baik menggunakan

g simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah

heques, money orders) yang akan ditagihkan dan

rekenin

instrumen keuangan (c

selanjutnya didepositkan dari rekening bank yang berada di lokasi lain.

ment dapat dilakukan melalui : %
pada bank, kadang-kadang kegiatan ini dengan

Place
a Menempatkan dana

pengajuan Kredit/pembiayaan.

-
2 rpid., hal. 20

25 gyundari Ane,
26 yynus Hussein:

yCP”, Majalah Jurnal Keadilan, 2 (No. 4
,Op. Cit., hal. 26. (No. 4,2002), hal. 29.

« penerapan K
Lokakarya... .-
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b. Menyetorkan uang tunai pada Penyedia Jasa Keuangan sebagai
pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.

d. Membiayai usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang

sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah menjadi

kredit/pembiayaan.

e. Membeli barang-barang berharga yang bemilai tinggi untuk keperluan

pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal, sebagai penghargaan

atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui

Penyedia Jasa Keuangan. 27

2. Layering diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari

sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan

transaksi keuangan. Dalam proses ini terdapat proses pemindahan dana

erapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke

ui serangkaian transaksi yang kompleks yang

dari beb

tempat lainnya melal

didesain untuk menyamarkan/rnenyembunyikan sumber uang “haram”
Layering dapat pula dilakukan melalui antara lain:

anyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-

tersebut.

2 Pembukaan seb

aan fiktif dengan mem

satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau

perusah anfaatkan ketentuan rahasia bank.

b Transfer dand dari

negara.
m Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Bagi PJK (Jakarta:

27 ppATK, Pedoman Umt
BI, 2003), hal. 4.
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c. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung

transaksi yang sah.

d.  Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan

usaha yang sah. **

3. Integration adalah upaya menetapkan landasan sebagai suatu “/egitimate

explanation” bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang dicuci melalui

placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi

sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan

sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini

uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan

Obentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi

apabila proses layering berhasil dengan baik.

Sementara itu, dari segi hukum pidana, maka yang dimaksud dengan
tindak pidana money Jaundering adalah usaha untuk menyimpan uang di bank
atau di tempat lain, mengalihkan uang atau menitipkannya, menghadiahkan,

an atau menarik keuntungan dari hasil yang sepatutnya harus

menginvestasik

oleh dari tindak pidana narkotika atau tindak

diketahui atau patut diduga diper

n money Jaundering secara universal dewasa ini telah

pidana lainnya. Kegiata
sebagai suati tindak pidana. Bahkan, karena modus operandinya

yang umumnya persifat lintas negara (Cross Boarder), maka money

digolongkan

28 ppATK, /bid.. hal. 4.
 1pid,, hal.>-
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laundering telah dianggap sebagai tindak pidana international (international

crime). 30

Pro
diantaranya:
Bank
Lembaga Pembiayaan
Perusahaan Efek
Pengelola Reksa Dana
Kustodian
Wali Amanat
Lembaga Penyimpan dan penyelesaian

Pedagang Valuta Asing
Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi. 3

ses pencucian uang melalui berbagai macam lembaga keuangan

TTE@R Mo A0 o

Pemanfaatan bank sebagai sarana dalam praktek pencucian uang dapat

berupa:
a.  Menukarkan uang hasil kejahatan, misalnya menukar uang pecahan kecil

menjadi pecahan besar.
b. Menyimpan nama palsu dengan berlindung di balik ketentuan mengenai

rahasia bank.
memiliki kredit kepada bank dengan

c. Nasabah bank pemil.ik. simpanan
jaminan uang yang distmpan pada bank yang bersangkutan. Dengan cara
ini pemilik uang yang bersangkutan dapat memakai uang secara terang-

terangan karena dapat disebutkan asal-usulnya.
4 Menggunakan safe deposit box untuk menyimpan uang hasil kejahatan.

Menggunakan fasilitas transfer.
Melakukan transaksi melalui

dokumen. 0
g Pendirian atau pemanfaatan bank gelap.

1/C dengan memalsukan dokumen-

rh O

Untuk mengetahui lebih jauh metode yang digunakan dalam
dapat pul2 dikutip “The Money Laundering Methods”

pencucian uang.
alah satu artikel untuk pelatihan dalam

ing  institute yang menyatakan bahwa secara umum

investigation traini

melibatkan 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk manipulasi

pencucian uang

. 21
30 Qari ani, OP- cit., hal
Sari Oktaﬂ_ o Cit, hal, 42. . .
Money Loundering Melalui Sarana Perbankan”, Majalah

3 i oc.
Sundan Arie, £O%
32 [, Aulia Gislir, praktek
FEkonomi dan Bisnis o.39,
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dan mengubah status dana ilegal menjadi legal. Ketiga metode tersebut

adalah:

1. Schemes to buy and sell assels, goods or services.

2. Offshore Conversion schemes.

3. Legitimate Business Conversion schemes.

Metode pertama, dilakukan melalui jual beli barang-barang dan jasa.

Sebagai contoh real estate atau aset lainnya dapat dibeli, dijual kepada Co-

Conspirator yang menyetujui untuk membeli/menjual dengan harga yang

daripada harga Yang sebenarnya dengan tujuan untuk

lebih tinggi

atau  discount. Kelebihan harga dibayar dengan

memperoleh  fess

ilegal dan dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini

menggunakan uang

barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil

setiap aset, barang-
pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

yang legal melalui rekening

33
dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan fax

Metode kedua,
centers dan kemudian disimpan di bank atau

ney Jaundering
ang ada di wilaya

eli aset dan investasi. Di wilayah atau

heaven Mo
h tersebut. Dana tersebut lalu

lembaga keuangat ¥

digunakan antara jain untuk memb

erup akan kecenderungan hukum

tax heaven terdapat

negara Yyang
. can yang ebih longgar Ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan
perpaja

¢ mudah schinggd memungkinkan adanya

ang Sang?

proses bisnis ¥
aan suatu transaks

agi kerahasi

i bisnis. Pembentukan dan

perlindunganl b
uGampai Dimana Langkah Negara Kita, Pengembangan Perbankan
33.

33 yunus Hussein,
: 2001 ) hal.

(No. 89, mei-Juni, 2
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kegiatan usaha trust fund maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah

yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan dana melalui

berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini para pengacara, akuntan dan

pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode yang kedua ini

dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank

- 34
dan rahasia perusahaan.

Metode ketiga, dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang
sah sebagai sarand untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan.
Dalam hal ini hasil kejahatan yang dikonvensikan melaui transfer, cek atau
pembayaran lainnya yang kemudian disimpan di rekening bank

r lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Metode ini

nstrumen

atau di tarik atau ditransfe

ku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama

memungkinkan pela
a bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang

empat penampungan

dengan mitr
untuk hasil kejahatan yang

bersangkutan sebagai *

dilakukan. *°

Berdasarkan yraian di atas, maka setiap transaksi yang dilakukan oleh
er

setiap bentuk kegiatan usaha maupun

individual atau pribadi 82 perusaiash
rdapat di pank dapat digunakan sebagai sarana untuk

ncucian uang.
mengapa kegiatan pencucian uang banyak

nk-
rekening yang t€ bar

kan kegiatan pe

unus Hussein,
ranan sektor perbankkan dalam sistem keuangan

perbankan menjadi perhatian utama

melancar

Menurut Y
nk, karend pe

dilakukan di ba
0, maka sistem

di Indonesia mencapa! 93

34 1pid,, hal. 34
33 Ibid.
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dalam pelaksanaan rezim anti money laundering. Tingginya tingkat

perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat

industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan

pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan

kegiatan money Jaundering. Organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan

gan dengan cara menempatkan dananya ke bank sehingga

cash flow keuan

bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan

36
asal-usul sumber dana.

Pencucian Uang dalam UU No. 25 Tahun 2003.

C. Pembuktian
mpleksitas kegiatan pencucian uang dan sesuai

Sejalan dengan ko

hun 2003 tentang Pencucian Uang di Indonesia telah

pasal 18 UU No. 25 Ta

sis Transaksi Keuangan (PPATK). Tugasnya

g menangani masalah pencucian uang,

didirikan sebuah ]

at Pelaporan Anali

yaitu Pus
mengevaluasi

i ’ lisis
an, menghimpurl, menganalisis,
mengumpulkan, menylmp

ar luaskan, membuat pedoman mengenai tata cara

informasi, menyeb
yang mencurigakan,

aksi keuangan

memberikan nasehat dan

pelaporan trans
rwenang mengenai informasi yang

kepada instansi Jain yang be

. dan
diperoleh sesual Ketentuan Un
pada tangeal |

pPATK didirikan
5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang |
uU No 1 i

bantuan
37
g-undang.

7 April 2002, bersamaan dengan

disahkan
gan Kerja sama antara PPATK dan BI*,

\——/ . Huburl
« Upayd Menc;’};:fg;;’,] (No. 1, juli, 2003), hal. 24.

~ 2
3 yunus Hussel®™ Kebarks

Buletin Hukum Pperbanka’

7K. netp/WWW .PPATK.go.id.

7 profil Sejarah PF




aga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia

Secara umum keberadaan lemb

untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan

lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (money

laundering). **

Visi PPATK adalah menjadi lemb

an terpecaya baik di dalam maupun di luar negeri.

aga informasi intelejen di bidang

keuangan yang handal d
i PPATK adalah menyediak

lam penegakan hukum, mengupayakan

Selain itu, mis an informasi intelejen di bidang

keuangan yang bermanfaat da

ma antar instansi terkait dalam pencegahan dan

terciptanya kerja sa
n uang dan pembiayaan terorisme serta

tindak pidana pencucia

pemberantasan
sistim keuangan yang stabil dan aman.

ikut mendukung terciptanya

k international di bidang pencucian uang, lembaga

Dalam prakte
TK dikenal sebagai Financial Intelligence Unit (F1U). FIU

yang khusus menang

atu infrastruktur terpenting dalam upaya

semacam PPA
ani masalah pencucian uang.

adalah lembaga permanen

rupakan Salah s

Lembaga ini M€
an kejahatan pencucian uang di setiap negara.

dan pemberantas
usus ini mutlak a

an uang merupakan persoalan yang cukup

pencegahan
daan lembaga kh da dan memainkan peranan sangat

masalah penCUCi

Kebera

strategis karena

memahami berbagai teknik dan
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h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi
berkala 6 (enam) bulan sekali

keuangan dan kegiatan lainnya secara
kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga yang

' berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyediaan Jasa Keuangan
i Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaa:m
sepanjang pe:mberiax‘}l informasi tersebut tidak bertentangan dengan

Undang-undang ini”"

Pasal 27 UU No. 25 Tahun 2003 :

n tugasnya, PPATK mempunyai wewenang :

1. “Dalam melaksanaka )
a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan.

b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau

penuntutan terhadap tinfiak pidana pencucian uang yang telah

dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

c. Melakukan audit ter enyedia Jasa Keuangan mengenai
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

kewajiban
ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi

keuangan. . ..
d. Memberikan pengecuahan kewajiban _pelaporqn mengenai transaksi
keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaiman dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) hurufb.
ukan audit sebagaimana

2. Dalam melak
PPATK terlebih dahulu melakukan pengawasan te
imana dimaksud dalam ayat (1),

Keuangan.
Jaksanakan kewenang sebaga
3. Dalam me tidak perlaku ketentuan Undang-undang lain yang

terhaqap PPA otentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan

aksanaan kewenanagn sebagaimana
) diatur lebih lanjut dengan

dimaksud dalam ayat (1) huruf c,
rhadap Penyedia Jasa

a.
e ta cara pel
4. Ketentuan dmeng at (1) dan ayat (2

i atas terdapat 2 (dua) tugas utama

a dengan pemberantasan tindak pidana

Jam kaitanny

dala

yang menon;ol .
rjadinya tindak pidana pencucian

S mendeteksi te

gak hukum yang berkaitan dengan pencucian

(predicate crimes).




37

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UUTPPU

menciptakan beberapa laporan yang disampaikan kepada PPATK, yaitu :

transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia

a 6 dan pasal 13 UUTPPU).

a. Laporan

Jasa Keuangan (Pasal 1 angk

b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang
transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif
Rp. 500.000.000,00 rupiah (Pasal 13 UUTPPU).

g disampaikan oleh Direktorat jendral Bea Cukai mengenai

i ke dalam dan ke luar wilay

atau lebih (Pasal 16 UUTPPU).

c. Laporan yan
ah Republik Indonesia

pembawaan uang tuna
sejumlah seratus juta

berupa rupiah
turutama dimaksudkan

untuk mendeteksi proses

Laporan putir a dan &

yatan pencuc
ndeteksi proses Layering atas dasar laporan

an uang, sementara laporan butir b

Placement pada perb
udkan untuk ME
3

terutama dimaks
. 4

tersebut dan informast lainnya.
melakukaﬂ anali

, laporant
uang), kemudian M€ ahkan 4P )
ntuk memperoleh Japoran dan hasil deteksi atau analisis

sis, (mendeteksi tindak pidana pencucian

PPATK
a kepada pihak penyidik dan

nyer

penuntut (Pasal 27). U
an instansi terkait lainnya atau

Jasa Keuangan d

an penyedia
enegakan hukum,

yang baik dens
utnya dalam proses p

dengan FIU dari negar? Jain. Selany
PPATK d t me]ak an kerjasama an membantu Pihak penyidik do
apa .
denga? informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya.
engd

penuntut umum
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Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal
rasa

dari sharing information dengan FIU dari negara lain. **

. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi hukuman tindak pidana pencucian uang apabila setiap orang

yang melakukan dengan sengaja.

|. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
na ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik

merupakan hasil tindak pida
atas nama pihak lain;
diketahuinya atau patut diduganya

atas nama sendiri atau

harta kekayaan yang

2. Mentransfer
idana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke

merupakan hasil tindak P
baik atas nama sendirl maupun atas

Penyedia Jasa Keuangan yans lain,

nama pihak lain;
mbelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau

3 Membayarkan atat me

merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas

patut diduganya
sendiri maupunl
menyumbangkan

. 1 oanyd merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama

atas nama pihak lain,

namanya
harta kekayaan yang diketahuinya

pihak lain;
5. Menitipkan harta yekayaan Yane diketahuinya atau patut diduganya
paik atas namanya sendiri maupun atas




i
it e s i
e 2T =
etz —amrsa—o=
e
ot n et m——
e ——

39

6. Membawa ke 1 i
uar negeri harta kekayaan
yang telah diketahuin
ya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

7. Me
nukarkan harta kekayaan yang telah diketahuinya atau patut did
iduganya

merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berh
erharga

lainnya atau,

8. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekay
| aan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. ¥’
ndak pidana pencucian uang dengan pidana penjar:
a

Dipidana dengan ti

hun dan paling Jama 15
r. Dalam pasal 3 ayat 2 juga menyatakan setiap

paling singkat 5 t2 tahun, denda paling sedikit 5 milya
I

dan paling banyak 15 milya
a melakukan percobaan,

dana pencucian uang dipidana sama dengan

orang yang sengaj pembantuan atau pemufakatan

jahat untuk melakukan tindak pi
ayat (1).

Pihak jasa pank bisa diketahui apabila tidak kerjasama dalam
ana pencucian uan
ahun 2003 apabila fidak melaporkan dengan sengaja yang

UU No. 25 Tahun 2

g karena dalam Pasal 8 Undang

memberantas tindak pid

undang No. 25 T
003 untuk hal-hal yang :

jam Pasal 13

a. Transaksi keuangan yang mencuri
ng dilakukan s€C

a
atau lebih atau nilai yang setara baik

disebutkan da
gakan.

ara tunai dalam jumlah komulatif

; keuanga? ¥
500.000.000,00
; transaksi maup

b. Transaks

un beberapa kali transaksi dalam
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Dipidana dengan denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak

Rp.l milyar. Kemudian Pasal 9 yang mengatur tentang orang yang tidak

melaporkan uang tunai Rp. 100 juta untuk dibawa ke dalam atau ke luar negeri

dipidana dengan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.300

juta. Dalam hal ini uang yang dibawa harus dilaporkan kepada pihak

Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 UU

No. 25 Tahun 2003.

Adapun transaksi yang dikategorikan transaksi yang mencurigakan
terdapat dalam peraturan BI Nomor 3/ 10/PB1/2001 Jo yaitu :
gakan dengan menggunakan pola transaksi tunai.

gakan dengan mgnggunakan rekening bank.
akan melalul transaksi yang berkaitan dengan

1. Transaksi mencuri

2. Transaksi mencuri

3. Transaksi mencurig
investasi.

4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank di luar negeri.

melibatkan karyawan}gank dan atau agen.

5. Transaksi mencurigakan yang me .. ya
6. Transaksi mencurigakan melalui pinjam meminjam.

peraturan BI No. 3/23/PBL/2001 telah dikeluarkan

Sejalan dengan
mengenal nasabah diwajibkan kepada seluruh bank untuk

peraturan prinsip
abah, memantau kegiatan

. identitas nas
edur identiflkasi na

transaksi nasabah yang

sabah, prosedur pemantauan terhadap

pros

mencurigakan,
najemen resiko, maka

asabah seria prosedur ma

rekening dan transaksi T
.. diteliti lebih jelas agar bisa terhindar dari
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Adapun prosedur identifikasi Nasabah ada 3 (tiga) yaitu: l
"t

a. Prinsip Mengenal Nasabah.

| Ketika akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah Penyedia

Jasa Keuangan harus secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan apa

tujuan serta bagaimana cara penggunaan produk PJK oleh nasabah u

tersebut.
2. Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer

Principles / KYC) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-

K, merupakan suatu instr
i PJK. Ketentuan KYC bagi PJK meliputi

masing PJ umen pencegahan pencucian uang

yang dilakukan mela

prosedur yang dilak
asian, pemantauan terhadap transaksi, maupun |

kebijakan dan ukan terhadap nasabah, baik dalam hal : i

penerimaan, pengide“tiﬁk

dalam manajemen resiko.
angat penting untuk mencegah digunakaanya

KYC oleh PJK s

3. Penerapan
an aktifitas lainnya yang terkait.

pencucian uang d

ikan identitas palsu saat akan melakukan il

PJK sebagai sarana

pJK, hal ini mencerminkan itikad yang tidak

n bertujuan agar penegak hukum sulit

=
=
[~}
7]
®
>3
o
=
o
®

—yeas

an atau pengusutan.
a ketentuan KYC yang ditetapkan oleh

pengawas jasa keuangan, namun sesuai pasal 45

Japoran mengenai transaksi keuangan

ada PPATK dan tata cara
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ntuan yang dikeluarkan oleh

pelaporannya berpedoman pada kete

PPATK. ¥
A

b. Upaya Untuk Mendapatkan Identitas Nasabah.
{1

| PJK harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah
|

genal ;dentifikasi nasabah dilakukan sejak ada ‘

2.  Prosedur men
abah dengan PJK.

hubungan usaha antara nas
s nasabah sebagai

3. Pihak PJK harus mempunyai bukti idrntita

dokumen.
ulang identitas nasabah agar terhindar dari tindak

4 PJK wajib mendatd

pencucian uang.
ntifikasi nasabah sudah lengkap, PJK tidak perlu

!

|

5. Apabila prosedur ide

. 51
lagi meminta jnformas! tambahan.

asi Nasabah.
hubungan kerja dengan

c. Bukti Identifik
hal ini pihak P
apat kejanggalan

terjadi penyelewe

JK bisa menolak

Dalam
dalan mengidentiﬁkasi nasabah. Hal

nasabah, apabila terd
an agar tidak
a perbankan. 5

ngan pihak nasabah dalam

ini wajib dilakuak
2

menggunakan pelayanan jas
|
|
8
op. Cits hal. 1
0 ppATK, Pedoma? " ,0p 1
5! Ibid., hal. 19 |
%
L
k
i

52 1pid.
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PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam.

dasarnya praktek-praktek
gal hasil kejahatan yan

dering

pencucian uang atau money laun

Pada
g sudah jelas dilarang atau

’i umumnya diperoleh dari berba
hnya adalah uang
un 2003 tentang tindak pidana

haram. Ruang lingkup kejahatan-

hasil uang yang diperole
pencucian

| 2 UU No. 25 Tah

uang antara lain : korupsl, terorisme, pencurian, jual
1 uang yang d

kejahatan dalam pasa
beli narkoba dan lain-lain.

Sangatlah jelas bahwa has
juga. !
uang adalah menyamarkan,

utkan dalam

s
| Sedangkan
a dari hasil yang diseb

menghilangkan jejak uang yang diperolehny
un 2003.

Hasil harta yang diperolehnya sangat besar

pasal 2 UU No.25 Tah
embaga keuangan akan mudah

i elalui |
jumlahnya. Apabila tidak Jisamarkal m '
dilacak olel arat penegak hukum- Untuk 10 pelaku  terlebih dahulu
acak oleh apP -
Kekayaad yang diperoleh dari kejahatan tersebut
€

rta 2
Jam sistim perbankan.

lnengupaya_kan agar ha
keuangaﬁ,
. seluruh perbuatan yang
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tuk berbuat haram dengan

emua siasat (policy) justru un

aitan yakni yang tidak nampak. 3

Islam mengharamkan $

begitu jelas dan siasat sy

cara-cara yang tidak
yang bersumber dari uang yang haram

|
Proses pencucian uang sendirl

k ot

arena hasil kejahatan mengubah bentuk uang itu agar nampak legal dengan ¢
ara

ent, layering intregat

Jui kegiatan-kegiatan legal, antara lain

1

kejahatan tersebut ak
ga keuangan hususnya

n lembaga—lcmba perbankan, usaha

dengan memanfaatka
changer dan usaha lainnya 4
asat (hi}ah), yaitu

tuk. Sebab suatu hal yang tida

real estate, money
menamakan sesuatu yang haram

Termasuk dalam bersi
gubah ben

k diragukan

ama lain dan men

dengan n
kum hanya cukup

idak perarti untuk mengubah It

gubah pentuk padahal hakekat bendanya itu

lagi, bahwa sedikitpun
a dengan me?
yang mengubah

apat memunum arak maka dosa meminum arak

dengan mengubah nam
pentuk dengan niat sekedar

juga. Oleh karena itu siapapti!

siasat sepert contoh, supaya d

tetap tidak hilang: ’

Islam.
angkah lebih jauh dalam Hukum pidana Islam yang senfadi

omprehensif dan

Sebelum mel
dahulu gecara K

m  tulisal

ini, terlebill

pembahasan dala
jan Uang (Malang :

i Pidand Pencuct

rullah,

rana perbankan”, Majalah Hukum

Bay d?' MArif Ami ,
umedia, 2003), hal. 83 . pal. 36 .
3 M. Yusuf Qardhzﬂm,Op kCIIJI';-’“ ey Laundering Melalut Sa
raktek MO 00), hal. 13

4 . :
M. Aulia Gislit,
: o eﬂ]ber’
39, Des it hal. 37

Ekonomi dan Bisnis 0. 2
5 M. Yusuf ardhawh ="
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integrative ki :
kita harus memahami Islam itu sendiri yang dalam kapasit
itasnya

m Pidana Islam dan juga segala aspek hukum yang

sebagai induk dari Huku

berlaku di dunia ini.
Arab aslama yuslimu dan Islaman yang

Kata Islam berasal dari
pasrah dan ketaatan
g dalam aslama adalah sebu

yang sepenuhnya kepada Allah

mempunyai makna tunduk,
ah usaha atau

s maka terkandun

dari kata di ata
tu. Islam juga berasal dari kata

diri kepada sesud

perbuatan untuk menyerahkan
an dan keselamatan.

amaian, kesejahtera

salima yang berarti ked
am disebut muslim sebagai

emeluk agamé Isl
1

Sedangkan orang yang m
g muslin adalah orang yang tunduk

alima. Seoran

|
l

bentukkan isim fail dari §
engikuti kemaua

adalah semud

an hewan-hewan karen

pasrah dan taat untuk m n [llahi.
makhluk baik matahari, bulan

a mereka semua

a, air, pebatuan, pepohonan d
alui ket? hukum-hukumnya (sunatullah)’.

lah ketertib

- bumi, udar
Jukan kepad?

an dan keseimbangan hubungan antar

taat kepada Allah mel
Dengan’ sunatullah i ter.iadi

ada di alam raya ink
llah manusia dibekali oleh Tuhan dengan akal,

iawab rerhadap ko

makhluk yang

an‘]j S unatu
nsekuensi-konsekuensinya

berupa perintah dan larangan untuk

Allah baik

do Persada, 1998), hal. 19.
( Bandung: As-Syamil perss2002), hal- 19-
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yaitu perbuatan baik akan diberi ganjaran dan

mencapai keadilan yang sempurna,

perbuatan buruk akan diberi balasan.

Syari’ah.

| Syari’ah secara harfiah adalah jalan ke

sumber (mata) air yakni jalan

muslim. Dalam kata lain syari’at berarti jalan

arus diikuti oleh setiap

ang baik (higway 10 good life) *

akan norma hukum yang ditetapkan Tuhan, dimana

dengan segala gerak-geriknya un
dan Rasul-Nya, meliputi segala

lurus yang h

utama menuju kehidupan ¥

Syari’at merup
tuk mencapai kehendak Tuhan.

manusia hidup
Syari’at memuat ketetapan-ketetapan Allah
aspek kehidupan anusia Syari 2t terdapat dalam Al -Qu’ran dan Al-Hadits juga

disebut Islamic Law-

Figh.
Figh perasal dari bahas? Arab «Figh” yang berarti intelligence
1
knowledge.” Padandt rata Sigh adalah fahma
qm atad pengertian,

disebut jug? P
g abstrak dan yang tidak

yang artinya memahami dan

meskipun demikian kita

mengerti. Figh
atu yan
harus membedaka® memab} antara SES¥ y h
ata (fahm).
abstrak sebaga! antitesis dari hal yaé wongkrit atau 1Y (fahm)
Jain im¢ figh adalah jlmu yang berusaha memahami
san katd
Deng dapat ¢ dalam Al-Qur’an dan sunah. Untuk memahami
hukum-hukum yang terda
ligence ) an ilm¥ pengetahuan ﬂmowledge) yang dalam dan
kecerdasan (in% igen
1. 41.
8 M. Daud All op- (2zthh | 46,

® Topo Sant0s0
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tu ulama untuk memformulasi,

sehingga dengan figh memban

mengembangkan hukum.
at disimpulkan syari’at adalah landasan

mumpuni,

mengubah, memperluas dan

Berdasarkan uraian di atas dap
>ah. Syari’ah disebut Islamic Law,

figh, sedangkan figh adalah pemahaman syar

sedangkan figh disebut Islamic Jurisprudence.

Hukum.
g artinya norma atau kaidah yakni

adalah hukum yan
yang digunakan untuk menilai tingkah

mengukur perbuatan manu

yang disebut al-Khamsah yaitu: Jaiz atau mubah

kaidah hukum sebagai patokan
b dan haram.

atau ibahah, sunnat makruh, W&
masyarakat atau deng

Dalam bahasa Arab

r, patokan,

ukuran, tolak ukur,
sia ada lima

laku atau perbuatan manusia.

Hukum berfungsi sebagai

an kata lain

penyeimban
sebagai alat pengendali bagi

ong kepada
rcapainya keamanan dan

penulis lebih cond
ara terafur dan te

Jelaslah sudah dalam [slam bahwa

ketertiban dalam !
h dl ena hukllm mGWaklh SCgala apa
ukum ¢ at dipis
o an diharamkan disegala
yang dibolehkan, i ’

. lk da]am befiba adapun agama

segi kehidupan manusid ba
a hukum dan masy

. eensi dam

adalah Sebagal mstltusl akna jslam syar‘» pah fiqh; hukum dan
..o menge .

ta dzanni dugaan sedang

Setelah K1 an figh persifat

segala ratifikasiny@
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alam pengertian syari’ah dan figh hukum dibagi

syari’at bersifat absolut d
menjadi dua yaitu:

1. Ibadah
erhubungan dengan Tuhan atau disebut

Ibadah adalah tata cara manusia b

juga dengan habluminallahi.

2. Muamalah
Muamalah adalah 2t cara manusia perhubungan dengan manusia atau

juga disebut dengan habluminannas:
Dalam muamalah hulkum Islam dibagi menjadi dua yaitw:

a. Hukum Privat.
tu mengatur masalah: munakahat,

ta yai
Hukum privat adalah hukum perdata y

wirasah, muamalah.
siyar, mukhasamat.

b. Hukum Publik. |
yah al-ahkan: al—sulthamyah,
ayan

embahasam
hukum pid
uatan-perbuatan yang di

jarimah ta’zir. Jarimah hudud

ermasuk dalam

: in
Hukum Publik adalahJ pukum  pidana Islam t

ana Islam yaitu semua yang

hukum publik. ancam dengan

memuat aturan-2

tuk dan bahasan oleh Al-
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ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku.'!

ancaman hukumannya

Bisa juga dikatakan hukum pidana Islam merupakan perbuatan-perbuatan yang

dilarang syar’l dan diancam dengan had atau ta’zir. 12

Unsur-Unsur Hukum pidana Islam.

an di atas pengertian hukum pidana Islam adalah

Telah disebutk
m dengan hukuman had atau

g syar’l dan dianca

yang dilaran
g harus sudah ada ketentuan (nash)

perbuatan-perbuatan
atan yang dilaran

poleh dianggaP melang
pidana sebelum pe

ta’zir. Artinya segala perbu
ar hukum jika
uatu perbuatan & jika belum

h suaty hukum

syar’i dan tidak ada s
rbuatan itu

dinyatakan secara jelas ole

dilakukan.
telah termaksud (disyar'i) itu

at memahami perbedaan

ditujuk orang-oral
jukan kepada e dnkannya

akli . :
(taklif), atau orang jasmani rokhani Apabila

tersebut 5
4sih kanak<®"

tersebut bisa
(dewasa) sehat

dah baligl
ok dan tidak gadar atas perbuat

discbabkan oran

annya maka

dikarenakan orang
g tersebut tidak bisa

orang tersebut gila, M
nyen

hukum pidana tidak dapat ™

mempertang,;,ungjawabkan - keSimpu]an
di @ g bis it
Dari hal-hal o - " .
i gur um
pidana harus mempuny
do Persada, 1998), hal. 2

11
M. Daud All,
2 g4 Jagoli, Fig? 7" nay?!
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ment (rukn syar ') adalah adanya aturan (nash)

dan mengancam perbuatannya-
sial element (rukn maddi ) adanya tingkah laku yang
pidana paik perbuatan nyata maupun sikap tidak

1. Unsur formillegal ele

yang melarang
2 Unsur moril/essen
membentuk tindakan

berbuat.
3. Unsur moril/c
mukallaf, yaittlj~ o

perbuatannya-
arus ada pada setiap perbuatan pidana. Apabila ketiga

pidana sempurna
ur ini tidak ada maka dikenai

kn adabi) adalah perbuatan orang

ultural element (ru
rtanggung jawab atas segala

rang yang dapat be

Ketiga unsur ini h
dan dapat dikenai sanksi

unsur ini ada maka disebut perbuatan
had. Akan tetapi apabila salah satu dari uns
akan “tidak ada pidana

ada suatt prinsip

( make guility u
a unsur khusus

yang mengat

hukuman ta’zir. Karena
nless the mean is guility).

man does no
untuk dapat dikenakan

tanpa kesalahan” (@

pmuin ad
an diam-diam” bagi pencurian.

hllkuman seperti unsur “pengambilan del‘lg
a-beda pilangan dan macamnya pada

Jah unsW khusus berbed

Perbedaannya ada

tindakan pidana-

pidana Isl2™
i Nulla Poena Sine

1. Asas Legalitas dalam H

" Kan Nullv
ann
Dalam bahasa Sine Jege) yang maksudnya

u”um (1””7

ponali (N Undang-undang  yang

Preavi
reavia l.ege .
yataka!

*an Surat al-Isra (]7 15) yang artinya

adalah asas Ya"
1us seorang rasul ©

mengaturnya. AS3S didas

“ Dan tidak akar mengd?

cit., bk 140-

op.

13
Topo Santos0,




52

gan bukti-bukti yang meyakinkan, menyatakan

bersalah sebelum hakim den

dengan tegas kesalahan orang lain.
ya adalah sumbe

slam ada 4 (empat) yaitu:

Unsur formil yang laind r-sumber Hukum Pidana Islam
Al-Qur’an,

yaitu, Para ulama sepakat sumber hukum I

Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sedan
ya yaitu istihsan,

jstishhab, maslahah mursalah, ‘urf,

tentang mengikat tidakn

perkataan sahabat d
disebut di atas

Bagi Hukum pidana aka semua yang
untuk hukum

macam jarimah dan hukum?y

pidana Islam materil, yaitu yang berisi

a, hanya ada 4
Gedang qiyas masih

dipakai, akan tetapi
(empat) sumber.

Al-Qur’an, as-Sunanat, [jma’.

Tiga disepakati yaifu:

diperdebatkan.'®
ahwa orang-orang yang

Abdul Qadir

rpcndapat b
ukan perarti mem
akan tetapi hanya

_<Audah be
puat peraturan

Dalam
ivas b
menyatakan membolehka® mengg¥® akan 9
1 1 ah baru;
bukan sebagai

syar’i yang bart atau

memperluas daerah pen° cakupan

sumber syar’i akan et
yang Lels

dalam menentukan perbual an

1976), hal. 35

\_/‘/ . Bintang,

A Ha A 1 Jakartd: Bulan

. Azas HukuM na slan ( ‘

- .Jind 1 al-ls slany Jitid 1 (Libanon: Muassis Al-
.Audah

lGlbld Ta‘syﬂ
Risa) 17 Abdul Qadi ’
alah,1994), hal.184-

=




e

53

(dua) istilah yang kerap digunakan untuk

Dalam hukum Islam ada 2
yah dan jarimah. Kata
didefinisikan sebagai larang

a membawa hukuman yang

tindakan pi
pidana yai ji
yaitu jina jinayah menurut para fugaha

mah. Kata jarimah

an-larangan

sama dengan jari
hukum ;

yang diberikan oleh Allah, pelanggaranny

rarti melakukan perbuatan yang dilarang

dite
ntukan-Nya. Larangal hukum b€

atau tidak melakukan suatu pe

a Islam.

C
- M
acam-Macam Hukum pidan
Abdul Qodir Audah yang

o SantosO mengy

Karachi - [nternds

ifikasikan

tip bukunyd

jonal Islamic Plubisers, 1987

Menurut TOP

Law of Islam,
dapat diklas

berjudl j
Wl Criminal
ke dalam beberapa kriteria

: 90-123. Tindak pidan?
apat dibagi ke dalam:

tertentu yaitu : 18
nya hukuma? kejahatan &
di dalamny? ina, tuduhan zina, pencurian
urtad)- ’
embunuhan dengan sengaja
nyawa seseorang karena:

akesalahan).
pidana yang tidak

. Dil
Dilihat dari berat ringan
termas

a. Kejahatan Huc”
perampokar; minum khomer dan ™
b. Kejahatan ishas (€ dala’?l"y;kgn
pembunuiZ? serupy sengaji, ar’I;erllng:ljcnai karen
kesalahan, me! al (208 Ize EJ 1 semud tindakam
atan di atas)-

c. Kejahatan 2 i
a jenis kej
kclompokkan menjadi dua

apat di

tergolong U
3. Dilihat dari faktor keseﬂgajaa“ kejahat?"
yaitu :
a. Dengan sengajd
an
b. Tidak sengai? ? u karen? gesalah
dib tara -
etelah kejadlan)

4. Dilihat dari kepasti” kej;ﬁt:;n
a. Kejahatal yat mer2Et - ja sadt ?
. Yang pastl (ditefnukarl P

b YemePT
cit., hal 140-

op-

18
Topo Santoso:




55

am kejahatan yang didasarkan pada sifat

akat, kejahatan terhadap individu

Adapula macam-mac

khu o
susnya seperti kejahatal terhadap masya

k .
ejahatan professional,
an kategori kejahatan ta’zir

an uang merupak
»zir merupakan kejahatan
an macam dan jumlahnya serta

Dalam hal ini pencuci
ejahatan ta
tidak ditentuk

yang diancam

k .
arena kejahatan dalam k

ukuman yang
Tuhan. Karena tipe kejahatan ini adalah

adi hak
ik, begit juga dengafl tindak pidana
gikan masyarakat Iu

hukuman ta’zir, yaitu b
mutlak) menj
gan pub

yang meru

tidak sepenuhnya (

kej -
gjahatan terhadap kepentin
as, stabilitas

pencucian uang adalah kejahatall

nal maupul inter™®
*zir melihat

perekonomian nasio

Mengapa pencucia” yang dik
pencucian uang itV perbuatan yang dilakukan perseorangan atau organisasi akibat
dari Perbuatannya akan meru 1 kepentingan Pllb]ik pada Pefekol'loxnian
nasional antara 1aif
2 Menununya nvest™
b. Menurunya credit® confiden®® |
denga® bank-bank Indonesia dapat diaggap
c. Setiap transaksi perb c
20
. _van.
sebagai transaks yang enourig™ N
, makd penulis menegaskal istilah pencucian
Melihat gambaran di a1?®
(an @ .. Karend Keduanya sama-sama
atego" kejab®

.1 hal 140.

19
Topo Santoso Jbid-» y
2 M. Aulia G- ), (*n.,Hal- 24
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qrakat umum atau kejahatan publik. Dalam

g termasuk dalam kategori itu yaitu

kej
iahatan yang merugikan masy

rapa macam yan

kejahatan ta’zir ada bebe
asyarakat yang tid

yang merugikan ™M ak disebutkan dalam al-

semua perbuatan
gkan Tindak Pi

dana pencucian uang lebih dekat

Qur'an dan Al-sunah. Sedan
kejahatan 13"
di antara keduanya-

karena keduanya banyak kesamaan atau ada

dengan tindakan

salah satu unsur yang sam?

ah berart menghinaka? pelaku kriminal karena tindak
si ta’zll adalah hukuman yang

Ta’zir secara harfl
gkan defini

malukan- Sedan
pamun tak ada ketetapan
!

(dosa Y2E gilakukan )

pidananya yang m¢

mendidik karena pelanggaran
21

di dalamny?-
uan hukumnya didasarkan

hadd ataupun kaffaral
a’ Zir penent

hak negard muslim untuk melakukan

pada ijma’ (konsensus) perkaifa? deng
.19k pantas yang menyebabkan

enghuku™

fisiks sosial,

kriminalisasi
alisasi dan M
ﬁnansial atau moral bagi individu

kerusakan

atau masyarakat gecard keselmuhan'

kerugian atau

. Kejahatan yang tidak lermaSU
haki?
ot Is1am Kepentingan publik tanpa

2. Atas diskresi peﬂguasa atat
3. Dj an w?” 2"
. Di dasari oleP kepenti”®

au Pef‘yal

akarta: Rineka Cipta), hal. 14.

penyimpanga? at

- rindak pidan®

[o[F}

2 Abdurrahman 1D

A
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erhubungan dengar kejahatan hudud tapi dengan beberapa

pencurian ringan,

4. Kejahatan yang b

percobaan zina, ada

alasan harus dikecualikan misalnya :

keraguan dalam bukti.
5. Perbuatan yang dilarang syan"ah [slam tanp2 hukuman tertentu di dunia

abi, riba,
yang merugik
misalny2: pelang
pemalsuat- 2

jual beli.

misalnya : makan b
an kepentingal publik atau ketertiban

6. Kejahatan perbuatan lain
garan lalu lintas, penipuan,

ak individu,

wnum atau hak-h
. 2
penggelapan, korupsi, Kejahatan ekonomi,
* zir ind terbagl menjadi 183 bagian -
ak memenuhi syarat namun

Jarimah ta
subhat atau tid

percobaal pencurian, pencurian

isas yang

l. “Jarimah hudud ata¥ q
sudah merupakan ma’sia’[, mjsalnya

pamun tidak ditemukan

tidak ielaksanakan amanah.

2. Jarimah yang dite

misalny2 penghinaaﬂa

sanksinya,

3. Jarimah yang diten
na proses

encurian, kare

rbuatannya merupakan

pencucian uang fi
at karen2 tidak disertai

. ) . cnc,ufiar"
tindak lanjut dar! P , akmasuk bugh

lembaga keuanga™

p-

22
” Topo Santoso
Ibid., hal. 140
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kekera .
san fisik. Sedangkan pencucian uang tidak disertai kekerasan tapi dengan

car. ;
a menipu serta menyembunyikan parta tidak secara
a’zir karena perbuatannya tidak ada

terang-terangan.

pada jarimah t
Kemudian antara P

an hukumannya secara

lam hadits Nabi yang

Pencucian uang masuk
encurian dan bughat

i dalam nash.
sudah ditetapk

k itu hal ini sesual da

k
etentuan secara rinc
implisit

t . .
ermasuk jarimah hudud yang

dalam Al..Qur’an dan A]-Hadits. Unﬂl
‘arimah ta »2ir juga bisa masuk

menyebutkan bahwa pencucian yang merupaka? J
pi terdapat subhat ata¥ tidak lengkap unsur-

dalam jarimah hudud 2K" teta

abi MuharnInad SAW .

unsurnya.
{am hadits N
J@: ol 18 Adils (e

'\‘,\mi»\ Jgs

Artinya : “HF mdar:lah

ditetapkan dengan ketentuan

K,
Sanksi Pencucia? Uang dala™ d
12’2 adalall o

Hukuman pagi kejahat®”

di tangan hakim yang

sepenuhﬂ)’

cheﬂanga
Aswad dari Abt Amar

Allah dan Rasul—N)’a'
ud ; dari . «Abdu grrahmé? bu:iA A 4
2 At TY urmt me Zlyad Al D msyup ori Az Zuhri sam isyah,
Al Nasri Hadits ini dmwa){) k?lu Yya ldFlkﬂ ) a tanb
T1, dar M h m a t: Daf -
it San Ar- huha e Uil I Be‘fz‘ih Figih " gakar B
Asmuni an, K&/

1971), hal 68-

A
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dipe
perkenankan untuk mempertimbmgkan baik, bentuk hukuman yang akan

darnya. Bentuk

hukuman dengan kebijaksanaan ini

dikenakan maupun Kka
tentang perbagai faktor yang

diberi
iberikan dengan pertimbangan khusus
eradaban manusia P

an sosial dalam P
de ini karend menggangey kehidupan dan harta

m .
empengaruhi peruball elanggaran yang

yang dapat dihukum denga® meto
Ketentraman d
2’ Zil ditentuk

orang serta kedamaian dan alam masyarakat.
hakim itu

in hukuman t

an atas pertinibangan

ya tidak ditentukan- Hukuman kejahatan

sendiri, baik pelanggara® yan
ta’zir dapat berupa -
1. Cambukan.

2 .
. Kurungan atau penjara-

3. Denda.

4. Peringatan.
ih diutamakaan atas

26

S. Hukuman matl.
yang merugikan

Dalam Hukum

o’ 7ir 982 perbuaia? kepentingan
pmum bagi hukuman karena

pribadi, j

kepentin
gan
a’zir apabila

menjadi jarimah t

wnum, Dalam AIFQY 2 tel

pelanggaran. Jarim

terdapat adany? subhat:

v/

N

% pid., hal. 14°
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diperk
enankan , .
untuk mempemmbangkan baik, bentuk hukuman yang akan

dikenak
an
maupun kadamya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini

diberik
an 3 .
dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang

Mempengaruhi
aru -
garuhi perubahan sosial dalam peradaban manusia Pelanggaran yang

Yang da :
at .
pat dihukum dengan metode ini karena mengganggu kehidupan dan harta

sert :
a kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Den . . . .
gan kata lain hukuman ta’zif ditentukan atas pertinibangan hakim itu

sendiri pg;
, baik pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan. Hukuman kejahatan

ta) .
4r dapat berupa :

1
+ Cambukan,

- K
Urungan atau penjara.

3. Den da.
4. :
Peringatan,

S
- H
llklllnan mati. 26
am masyarakat lebih diutamakaan atas

D
alam Hukum Pidana Isl
yang merugikan kepentingan

ke
Pent;
Mgan pribadi, jarimah ta’zir juga perbuatanl

tuan umum bagi hukuman karena

ta’zir apabila




BAB IV

ANA o
LISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UU

NO. 25 TAHUN 2003 DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Ap
tnetapan Kejahatan Pencucian Uang dalam UU No. 25 Tahun 2003 dan

HUkUm ISlam.

Tindak pidana pencucian  uang merupakan kejahatan yang tidak

di .
elaskan secara rinci dan khusus dalam Al-Qurian dan Al-Hadits, namun

m
aksud dan tujuan pencucian uang adalah menyamarkan, menyembunyikan asal-

|ah menjadi uang atau harta halal

USu
1 Uang atay harta haram diubah seolah-0

bankan. Pelaku kejahatan ini dengan

el lembaga keuangan misalnya Per
“eaja Mencampurkan uang atau harta dari hasil kejahatan dengan uang lainnya
(Demi“k nasabah legal) ke dalam bank agar sulit dilacak oleh pihak yang
di atas sudah dijelaskan dalam nash

be
Tw
®Nang. Maksud dan tujuan perbuaiar

an (;
larang dalam syari’at Islam.

Sesuai dengan Surat Al- Baqaraf;i’jt <59 J..[au 1L d_l.' |}-—-U\J3

-

u
. 1 ja”j.,"af’llah r C”‘
Ikaﬂ yal Ig hak ’[u, .S(:'(jan?

dan janganlah kam s

mengetahui " !

lg 1 : 1971) hal.
; ) l-Munawarah, ,
AnOnim, AL G s o Terjemah (Saudi Arabia: A]-Madmah A
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adanya larangan berarti tidak boleh

Maksud ayat di atas sudah jelas

merICam
purkan yang hak dan batil dengan cara sembunyi-sembunyi. Walaupun

kejaha :
tan pencucian uang tidak dijelaskan secard implisit dalam nash. Tindakan

Pencuc;
an uang merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat,

Mengganggu  kepenti - -
pentingan umum, ketertiban umum. Maka kejahatan yang

an atau perbuatan ini sebagai perbuataan tindak pidana.

Pencucian uang juga merupakan Tindak Pidana Ekonomi sebagai pidana

g Hukum Pidana, hal ini
pidana

s .
Yang tidak masuk dalam Kitab Undang-undan

Sesuaj
dalam pasal 284 KUHP yang menyebutkan baiwa perundangan

s : :
Mempunyai acara tersendiri terlepas dari KUHP.
Melihat dari beberapa pernyataan di atas sudah jelas bahwa pencucian
Uan o
& dalam Hukym Pidana Islam masuk dalam kategorl jarimah ta’zir di mana

ar
Solongan pidana berat.
Dalam jarimah ta’zir apabila perbuatannya menimbulkan mafsadah yang

Del
Nggq Jam jari
garan yang dilakukan. Hukuman pencucuan uang dald J

Tupy
Pk kum aknya h
an jilid sebagai hukuman pokok bany ya

 Ang;
1H
Amzah, 4sas-Asas Hukum
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Pada hakim
yang menentukan karena tidak ada batasan yang mutlak Sedangkan
- ’ g

hUkUm
an tambah i
annya adalah penjara dan denda, sedangkan penyitaan sebagai

hukum
an
pelengk
gkap. Walaupun pada awalnya hukuman ta’zir bertujuan sebagai

\ an pend : .
idikan namun bisa meluas menjadi hukuman bagi pelanggaran

yaIIg tidak
ada k
etentuan dalam nash karena akibat yang ditimbulkan sangat

Membah
ayakan bagi kemaslahatan umat.

* Dapy
pak p .
encucian Uang Terhadap Ekonomi Umat.

Kegiat
an -
pencucian uang merupakan kegiatan tindak kejahatan yang

mem .
glkan m
as
yarakat. Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang

tert
entu a
'[au e
perusahaan tertentu, tampaknya secara sepintas [alu pencucian uang

ada ko
mely rbanya. Pencucian uang merugikan masyarakat secard
e L
na yang dirugikan dalam kegiatan ini adalah negara yang stabilitas
g merugikan negara

pe[‘ek
lann .
ya terganggu. Secara umufm pencucian uan
akini

gan dan ekonomi diy

berda

m

pak Ilegatif bagi . . . hada

efek gi perekonomian dunia. Misalnya dampak negatif ter p
anya pencucian uang

tiﬁtas
penggunaan sumber daya dan dana. Dengan ad

untuk kegiatan yang tidak sah

by
gaj sumber da '
dap ya dan dana banyak digunakan
da |
Pat merugikan masyarakat pencucian Uané juga bisa merugikan

&_‘
m Pidand Islam (Jakarta: Sinar Grafika,

0, 3
)
2. uslich, Pengantar dan Asas Hukt
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keperc
ayaan publi
publik terhadap sistem keuangan internasional dan
membuat

] ﬂuktu ]
asl yang .
g tajam pada nilai tukar dan suku bunga !

Hampi
pir seluruh '
aspek sosial, ekonomi, politik merasakan efek negatif

s Perbuat
an pencuci
| cian '
uang. Dalam bidang sosial masyarakat tidak terciptanya

Tasa am
an. Pencuci
. cu i i
cian uang juga bisa merugikan kepercayaan publik terutama

naSab
ah ba
nk deng
an m
g UnCUlnya peraturan baru mengcnai pnn51p mengenal

Bank '
Indonesia No. 3/23/PB1/2001 Jo menjadi tidak mudah untuk

melak
ukan tr
ansaksi 1
jumlahn ksi tunai atau transaksi Jainnya dengan sekian uang yang
ya tidak 1o .
sedikit, akan diinterogasi asal uang tersebut. Menurut peraturan

Yang
ada di
BI ‘hert
akan diber1 pertanyaan dan mana asal-usul yang akan

ditrap,
Saksikan
ke dalam bank Apabila dalam menjelaskan asal uang YA1s

i uang Yang

diDe
rOlehn )
ya o
tidak teridentifikasi ke dalam kategori transaks

menc .
Urigakan
m : .
aka tidak akan terjerat pasal dalam Undang-undang pencucian

orang-orang yang benar-benar

Uan
€& Hal i
ini menjadi penghambat bag

@n tr, :
ansaksi uang yang legal sumber peroleh
esuai peraturan BIL

annya dengan diberi

Dert
Anya
an te L
ntang kriteria transaksi mencurigakan s
ahatan berupa
n di perbankar, akibatnya

g di perbankan-

Men kayaan yan
ury : harta
t Yunus Hussein karend kej kekayaan yang

di
pel'ol
¢h dari
ri uang yang tidak resmi banyak dilakuka

b
al"yzeu(
uan ;
g yang tidak terdeteks dari keluar masuknya uan
i iadi

enimb
ulk
an fluktuasi yang tajam. bisa lolos dari kewajib

g, Majalah Hukum

1;‘/( 4
LN (
. Ty
i dq" ;US Hu ssei ‘
isnis (No ':; ed., Keberadaan Undang-undan® Money Launderin
. 48, 2002), hal. 21




Y
’ha undar' .
L3 " Arie, Penerapan Know Your
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l i i - D i i

Juga tidak :
terhi i
tung dengan jelas karena melalui transfer antar bank luar negerl

tidak diketahuj
iketahui sumber uang yang diperolehnya. ’

if secara makro ekonomi yang potensial

M
enurut IMF, pengaruh negat

timby] adan
ya pencucian uang yang tidak terdeteksi perubahan jumlah kebutuhan

g tidak dapat dijelaskan alasannya, timbul resiko kehati-hatian terhadap

keseh
atan L
bank, terjadi efek kontaminasi terhadap transaksi keuangan yang sah.

g Jelas :
indakan pencucian uang merugikan pertumbuhan ckonomi secara

mCIUas
bah
kan menghambat laju perekonomian dunia yang mengakibatkan

ketj
dakstabilan ekonomi. ©
moneter tidak stabil

Perb .
uatan kejahatan pencucian uang menjadi
onjak

Sehin
£8a 3 ..
da krisis moneter. Akibatnyd harga-harga kebutuhan pokok mel

kebutuhan hidup. Kesejahteraan

taja
m
» Mg
syarakat kesulitan dalam memenuhi
yarakat berkurang. Banyak

dy

p ma; .
nusia menjadi terganggi- daya beli mas
suatu untuk

g meniad; : .
njadi miskin, karena tidak sanggup lagi membeli segala s

Inen .
Yejahterakan hidupnya.
M :
€nurut Sutan Remy Syahdeini, menyatakan pahwa pencucian uang
angsung pard

Mep,
Burane; .
angi pendapatan pemerimah dari pajak dan secard tidak 1

P
n mengurangi kesempatan yans tidak

me
aya .
r pajak yang jujur dirugikan 92

5
Jurnal Keadilan (No.4,

6 Sy hal. 23, |
Customer principle, Majalah
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mi "lenimbUlkan kC 1
tldak adl]a.n ba 1 [)e]ll y
g mentaatl

pera
turan kewajiban pajak. ’

Dalam bi 0
idang politik pen
g politik p garuhnya adalah proses demokrasi yang tidak

bisa ber;
rjalan den bai
an
g ik, adanya peraturan mengenai pencucian uang dilatar

belak
angi oleh
d P
esakan politis luar negeri yaitu (FATF) organisasi yan
» g

engury
S tentan
g kejahatan '
) pencucian uang, untuk segera membuat peraturan

lar
n tind
akan '
pencucian uang karena akan diembargo ekonomi, antar lain

tidak b
oleh m
elakuk ' i ateral yan
an ekspor 1mpor, kerjasama bilateral atau multilat ] yang

akan
ambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Meliha
t da '
mpak pencucian uyang memang sangat besar mudaratnya

kar
€)ahatan ini ti
ini tidak hanya merugikan kelompok tertentu atau masyarakat

terte
Ntu tetani
tapi kej o
pi kejahatan ini merupakan kejahatan internasional.

Syari’
at | : . m
slam tidak membiarkan perbuatan kejahatan yang berda pak

If bag;
g1 umatn :
atnya. Allah SWT tidak ingin menelantarkan umatnya, sehingga

t
masyarakat. 8

e]‘ci
pta sHa
sana perdamaian dan ketentraman di
Adanva t:
ya tindakan kejahatan yans ditimbulkan oleh pencucian uang jelas
baik

gikan masyarakat

M
meru

dalam [slam,

Sry

pa

kan ha] yang bert
entangan

tan lebih besar dan t

Qcar
a lan
gsu .
ng atau tidak langsung. Kemudara idak terciptd

; : Bayumedia,

A
%), ™

'y

2 g™ Amirullah,
) Money Laundering Jindak Pidarnd Pencuc

8
Qady
i Azizy, Me
. Membangun Fondast Fkonomi {/mat (Yogyakartd- Pu
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taﬂ i

memely
elihara harta kekayaan dalam [slam.’

Islam ingi : :
m 1ngin menjaga, membina kedamaian dalam masyarakat, memelihara

harta
cka . .
yaan manusia. Maka hikmah setiap hukum syara’ adalah menjangkau

kemas|
ahatan
. atau menolak kerusakan (mafsadah). Melihat dampak negatif
Jahata .
n pencucian uang sangat bertentangan dalam Islam.

Hal inj :
l ini sesuai dalam kaidah fighiyah yaitu:

Ar{in . e
ya: * Kemudaratan harus dihilangkan * :

asas ayat: 77

&w‘%ﬂdﬂ|0|

Di
isebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Q

Arti “
rtinyg : * Sesungguhnyd Alluh tidak menyukai or ang-orang yang

berbuat dosa . H

Tindak pidana dalam hukum pidana umum maupun Hukum pidana Islam

Pady . .
n .
Plinsipnya banyak persamaan- Undang-undang

pidana umum memang

ya kejahatan-kcjahatan yang timbul

in
berkembang seiring dengan banyakn

[slam (Jakartd: Raja

Pidana

9

Mingy, A

dop,. Abd

oPe.-dul - Wahab  Khallaf, Kaidah-Kaidah HUKUT

T
o ]Sé‘lda)' hal. 95

“Qur’
an dan terjemah, Op. Cits hal. 623.
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akibat ke
canggi i
ggihan ilmu pengetahuan dan teknologi dan arus globalisasi.

Akibatn
ya b i
anyak kejahatan yang sudah lama terjadi di negara kita, baru ada

Undan
g-undan
g atau aturan yang melarangnya. Seperti halnya tindak pidana

Pencucian
uang yang diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 kemudian

a
pi dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

Dalam .
menyamakan tindak pidana pencucian uang dengan hukum pidana

Islam
men
ggunakan metode perbandingan. Mengapa dalam mengambil hukum

den
8an met :
a ode perbandingan, karena hukum yang mengatur tentang pencucian
g dalam .
hukum pidana Islam memang tidak ada nash yang mengatur secard

ncucian uang. Namun den

khuS
us d .

an terperinci mengenai tindak pidana pe
pkan hukum

jarimah ta’zir, meneta

Carg
e

Nyamakan unsur yang ada dalam
menentukan hukumnya.

ntar,
d ked
uanya bersandar pada unsur yane sama untuk

Pencyc:
AL ncucian uang merupakan tindak kejahatan yans tidak dijel
Qup

an dan Al-Hadits. Adanya kejahatan ini merupakan kejahatan tindak
tentuan hukumnya dalam Al-

lan;
JUt dari 1o
M kejahatan yang sudah diterangkan ke
atan Qishas. Dalam

Qllr’
an ¢ )
Al an Al-Hadits misalnya kejahatal hudud dan kejah
inj _
N Pencucian uang masuk dalam kejahatan ta’zir karend unsur yang sama ada
am
Pencucian uang maupun kejahatan (@'zir lebih ™

o
Jahatan .
Yang tidak ada ketentuan nash t@

melanggay
hukum menyebabkan kerugian, keriS

fin,
t secara keseluruhan.

1a] 5
tau moral bagi individu 3124 masyarak?
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Pencuci
an uang yang mengatur sepenuhnya baik bentuk hukuman atau

yang berw
enang '
g adalah pihak pemerintah atau negara melalui lembaga

Pengadilan. Per rkan melalui Kepre
. Pe ' ‘ p
aturan tindak picana pencucian uang dikelua. lalu res

No. 1
- 1 Tahun '
2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan

atur dalam UU No. 15

Pemb di
erantas i i P ang yan
an Tindak Pidana encucian Uang y g i

Tahu
n 2002 : :
dan dilengkapi dengan UU No. 25 Tahun 2003.

i tidak beda dengan hukuman ta’zir, tidak mempunyai batas tertent

pada pihak pemerint
penentu untuk

dan k
etentua
n hukuman sepenuhnya diserahkan ah atau

Negara
melalui
alui lembaga pengadilan di mana hakim sebagai

g akan dikenakan maupun

mem .
pert
imbangkan, baik untuk hukuman yan
hudud dan gishas sem

emudian hakim atau

kada
Mya. [aj
ain halnya dengan kejahatan ua ketentuan

hu
um g4
ah ada ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya k

an dalam Al-Qur’an dan Al-

Qadh; +;
tin :

ggal menjalankan apa yang disebutkank
n alternatif bagi kasts

ma atau konsensus pard

adits
rimah ta’zir merupakan jala yang tidak ada

Rashp
Ya un
tuk menentukan hukuman dengan cara ij

ulan'la_ 13
Dal

a .

m  kejahatan pencucian uang Karend perbuatannya sangat
umat bahkan dunia uarpun

Mby]
kan kerugian bagi
hukuman. Begitu jug?

m
ni mendapatkan

el‘as
akan .
akibatnya, maka pelanggaran i

K’
. gjnar Grafika, 2004), hal. 1 20.
arta: Rineka Cipta, 1991),

2
h«'l] 13 Anonim
. UUTPPU No. 25 Tahun 2003 (Jakarta- St at Islam (2K
ri'at 15

: u]'l'ahma
1 DOi, Tindak Pidana Dalalﬂ S}’a 4
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dalam ke;
ejahatan ta’zi i
ir, walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur akan tetapi
, i

Sama-s
-Sama me
rupaka indak kejahatan maka mendapa ank hukuman
p n ti ) tan, pat s si
.

Adan
ya hukum :
an merujuk pada kesepakatan ulama dalam menentukan hukuman

Yangs
esuai
uai dengan perbuatannya.
Kejah
atan '
n
pencucian uang maupun  kejahatan ta’zir sama-sama

lk 1

ntin
gan masyarakat atau kepentingan publik.
rut Muladi bahwa

pency ian juga dengan pengertian pencucian uang meny
cian uan
ket g merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Karena
anini b .
anyak dilakukan dalam bidang bisnis melalui di bidang

Pl:_ézankan.
[nsztg afhlgan.
ory asi perusahaan.
Pen ,pSl.
en§ge|apan.
lpuan”, 1

N AL RO

t dan publik. Akibat

Kejah :
atan ta’zir merupakan kejahatan priva
atau hak-hak

ketertiban umuim

Derhy
Uatannyg
ya itu merugikan kepentingan umumn,
n harta orang serta

ntingan

ingy ;
1dy K
- Ka
rena pelanggaran ini menggangg¥ kehidupan da
m hukum Islam kepe

kedg
Majap
dan ketentraman di masyarakat. Dala

ntingan perorangd

Mag
Yarak .
at lebih diutamakan di 2123 kepe
ya. Contoh perbuatan yang merugikan

Yan
g lebih q4:
ih didahulukan bukan sebalikn

ta’zir yaiti:

epen .
tin
gan publik dalam kejahatar

14
M. A
- Amirullah, Op. Cit., hal. 12.
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“Pelall
Penipﬁ%ﬁlﬁlﬂ lalu lintas.
EenggCIapan
Ko_mpsi. '
¢jahatan ek
onomi
Pemalsuan”, lsnoml'

Perbedaa
n antara i
i 1 pencucian uang dengan jarimah ta’zir apabila dilihat
acam sanksit :
i hukuman, yaitu ancaman dalam pencucian uang tidak ada
Sedangkan

huky,
Man camb
i uk atau jilid selain hukuman penjara dan denda.
ta’zir ada
hukuman cambuk atau jilid, peringatan, penjara dan denda bagi

Pelaky,

Sela' :
in 1tu huk .
uman dalam pencucian uang termasuk pidana berat karena

“‘lmm
S
i hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan

4 mulaj
i dari
15,00 “ ari Rp. 5.000.000. 000,00 (lima milyar) rupiah sampai Rp-
0.000
,00 (lima belas milyar) rupiah. Hal itu merupakan bukti bahwa
»zir adalah

Penc
U(;lan
uan
Jeni iS huk g adalah kategori pidana berat. Begitu juga jarimah 2
ukuma
n bisa pidana ringan sampai hukuman perat. '
ang sudah diatur

un 2003 mengenai proses hukuman sam
ta’zir tidak ada

secala spesifiK dalam

Dala
m hal hukuman pencucian U
pai vonis

Un
dan
§-un
dang Nomor 25 Tah
gkan Janmah

u
Uman
bagj
gi pelanggar kejahatan ini. Sedan
untuk katcgorx kejahatal

alau sanksi
yang mengatur secarn khusus

4
0
f TO
Po Santoso, Me d
nggagas Hukum Pidana [slam (Bandun

UUTPp
U, Op. Cit, hal. 5.




BAB V

PENUTUP

A, .
Kes'mpulan.

proses atau perbuatan yang bertujuan

Pencuci:
cucian uang adalah suatu

asal-usul uang atau harta

untuk .
menyembunyikan atau menyamarkan
keka
yaa - '
n yang diperolch dari hasil tindak pidana yang kemudian dirubah

Menjag;
1 h : . .
arta kckayaan yang scolah-olah berasal darl kegiatan yang sah atau

lega].

Peticd | | -
encucian uang merupakan tindak kejahatan yang merugikan
Kepan:

Pent; i
Ngan umum, ketertiban umum dan merugikan hak-hak individu karena
pelan y

¥ - 7
Bgarannya  menggangg kchidupan hartd orang, kedamaian dan

ket
entr :
dman di masyarakat.

Dalam hukum Islam kejahatan se
cara eksplisit d

alam Al-Qur’an dan

jarim
ah tq°
ta’zir karena tidak dijelaskan se€
dalam

ALH
adj .
dits baik dari perbuatan maupun hukumannya-

ndan Yo .
g-undang No. 25 Tahun 2003 dikategorikan

Pig;
husus karcna tindak pidand pencucial 1

l’ldal’l ¥
&-undang Hukum Pidana.

R
B Sa
r
an~3aran.

umber yang

n kej ahatan

D .
alam penelitian inl S

|

an
gka
S
Umber materinya, karena tergolo
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dunia huk
um. Masih c k
banyak kasus yang belum terselesaikan dalam pidana

pencucian
uang ini ada itar 7
g ini sekitar 7000 kasus baru 5% atau 271 transaksi y
ang

Elsuk dan (I PP l ’ H
]pfOSCS l u a n

Menun;
jukkan b iti
ahwa peneliti menyadari masih banyak kelemahan dan

kekur
anga
n dalam iti ni
penelman ini karena masalah ini dalam masa masa

angan
pembentukan Undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Penelit;
tian inj .
masih sangat diperlukan tindak lanjut dan apabila ingin

bil te
ma yang sama maka perbaikilah dan sempumakanlah.

C
. Penutup.

ur Alhamdulillah atas karunia dan kenikmatan

D
€ngan mengucap syuk
erselesaikan dengan b

aik dan

Yang
telah -
Allah berikan, penelitian ini dapat t

mudah
-mudahan dapt

an dapat bermanfaat bagi seluruh umat dan menjadikan bahan
m bidang hukum dan iimu

Pen
gemb
an .
gan pemikiran Islam terutama dala

f atas segala kekurangan dan

Pen
getah

ban dan teknologi. Mohon M
ahatan umat di dunia

yruh umat

ncerahan bagi sel

ke
Sa]ah
an, s .
emoga dapat diterima dan membawa kemasl

dan
dl akh
erat. Semoga banyak membawa P€
iti

huan Islam yan

am Al-Qur’an

g masih perlu ditel

lebih ;
jauh menggali ilmu pengeta
maupun Al

darj
Mmak
Hag; sud dan hikmah yang terkandung dal
its
un . ..
tuk membawa kehidupan yang lebih baik dan d

8WT. Amin
Ya Rabbal Alamin.
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Ke '
pada semua pihak yang telah membantu kami ucapkan banyak

trimakasih :
dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis

khus
usnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 6 Maret 2005

Penulis

Umi Khasanah
NIM: 000265033
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Lampiran 1

ukan saja merupakan kejahatan nasional

h karena itu harus diberantas,
a regional atau

d. bahwa pencucian uang b
tetapi juga kejahatan transnasi
antara lain dengan cara me

internasional melalui forum bil
gan sebagaimana dimaksud dalam

e. bahwa berdasarkan pertimban
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu membentuk Undang-

undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

onal, ole
lakukan kerja sam
ateral atau multilateral;

Mengingat
1. Pasal 5ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara RCPUblik

Indonesia Tahun 1945-1
2. Ketetapan Majelis Permusy
Nomor VIII/MPR/2001 tentans

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme-l

' Bersama
Dengan PetsetU)uanR o « INDO NESIA

D
EWAN PERWAKILAN RA

da
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Mmetapkan :
UNDANG-UNDAN G TENTAN G
PBNCUCIAN UANG

m
Lg Undang.Undang ini yang dimaksud
seorang?

o

2 :ap orang adalah orang Pef s

ezorasl adalah kumpulan 020 an/2

Hartf akan badan hukum maupuf!

¢ Juk Kekayaan adalah semu? bend?

. Penyzz}g berwujud maupu? ang o
a Jasa Keuangan adalah seti2P orsnB ¥ o

termasuk tetap! @ a

3,




Undang-undang No. 15 Tahun 2002

—_——

a reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga

pe
rusahaan efek, pengeloi
aluta asing, dana pensiun, dan

penyimpanan dan penyelesai
. ’prerusaha'fm asuransil_) yelesaian, pedaging ¥

n:::szlgu adalah. seluruh kegiatan yang menimbulka
term};s 1bk:an_ timbulnya hubungan hukum antar
dﬂakuk:n l\leg’at"m Pe.mfanSfCrﬂn dan/atau pemindahbukuan
Transake; ?{eh Penyedia Jasa .Keuangan. | | |
profil dal keuangar? Mencumgakag adalah transaksi yang mf’.nyxmpang dari
bersan kn arakteristik serta ke'blasaan pola transaksi darl nasabah‘yang
dilaly kg utan, termasuk transaksi keuangan oleh Lasabah yang patut didug?
be an dengan tujuan untuk menghindart pelaporan t_ransaks.1 yang
rsangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesual dengan

k
etentuan Undang-Undang ini.

. Dal
;] daol‘“men adalah data, rekaman, 2
n/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantua? suatu

| s
| a . ) L1
‘ rana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau
a , L .
yang terekam sccara elektronik, rermasuk tetap! tidak terbatas pada:

a. .
tulisan, suara, atau gambar;

b. peta
a, rancangan, foto, atad sc]
imbol, atau perfor

n hak atau kewajiban atau
a dua pihak atau lebih,
dana yang

tau informasi yang dapat dilihat, dibaca,

enisnya; -
mermhkl makna atau

C. lculuruf, tanda, angka, S
8. apat dipahami oleh orang yang mampy membaca atay ‘
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnyd dlsebu}tl:
yang dibentuk dalam rangka mencega

P
PATK adalah lembaga indepcnden

d: :
an memberantas tindak pidana pencucian uang
Hasi) . | Pasal 2 erjumiah R O0.0d0.000,00
(limg ndalﬁ pidana adalah Harta IKekay?a® yang > an dlperoleh secatd
langsur atus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setard, ¥
2 o @atau tidak langsung dari kejahatan:
b Crupsi;
C. genyuapan;
d. pznyel‘mduPan barang;
e penyelunduPan tenaga kerja
£ fyelundupan imigran;
g perbankan;
h, n""f‘.kc’t-ik:«l;
i pslkouopika;

dan anak;

193

Per .
dagangan budak, wanita,




j‘ perda
X ganga 3
ll\. PenCulikatg);n senjata gelap;
- terorisme;
n ’
o penggelapan;
y. penil’)uan
ang dilakulan d;
Repgubn?{l}u};an di }Nﬂayah Negara Repu
huky ndonesia dan kejahatan tersebut ju
m Indonesia. e

wilayah Negara

blik Indonesia atau di luar
urut

merupakan tindak pidana men

AB 11
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- Pasal 3
¢ didugany?
baik

(1) Seti
tap o
ap orang yang dengan sengaja:
atau patu

diketahuinya

a.
;‘:?Jmiatkan l.nar.ta keka}/aan yang .
atas nfi akan hasil tindak pidana ke'dalam. Penyedia Jas? Keuangan,
b. mentr'amﬂ sendiri atau atas nama plha!{ lain; |
nsfer harta kekayaan yang diketahuinya atat patut didugany?
suatu Penyedia Jas? iCeuangan ke
diri maupu? atas

pidana dari

yang lain, baik atas nama Sen

;)nel'upakan hasil tindak
enyedia Jasa Keuangan
. nama pihak lain;
membayarkan atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, bat
namanya sendiri maupun .

d. /
menghibahkan atau menyum

1cetahuinya atau
n itu atas

2 kekayaan yang

: pcrbuﬂtﬂ

a , '
tau patut didugany? merupakan has
s . { . .
endiri maupun atas nama pxhak lain; -
diketahuinya atau patd ugt
adiri mauP n atas

a kekayaall yang

€. ..
menitipkan hart
baik atas namany

merupakan hasil tindak pidan®
nama pihak lain;
n,lembﬁwﬂ ke luar negeri harta Kekayaan Yang diketahwt?y
g diduganya merupakan hasil tindak pidana; ot di dughny
 menukarkan harta kekayaan yang diketahuiny? atau p‘surat | erharg®
In, crupakan hasil rindak pidan? dengan matd gang 24"
amnya° atau an yang
e rta kekaya® "
meny markan asal-us hadak pidana?d’ idana
njara P ling singkat

h,
rr?enyembunyikan atau
diketahuinya atau patut didugany® merupak?® 13 na p¢
‘karena tindak pidan? penc a




ang No. 15 Tahun 2002

Undang-und

n denda paling

5 (im :
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun da
paling banyak

sediki
Rp;?g()%;;)%ooo.ooo.opo,oo (lima milyar supiah) dan
) Setiap Or:l .000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
iahat un ‘ l:lg yang mclakukan percobaan, pembantua
tuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan

y Sa { i l‘\b

n, atau permufakatan

pidana

(1) Apali Pasal 4

H'E);lf)ll]}j tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan

dﬂn/(at orporasi, maka penjatuban pidana dilakukan baik tef
au kuasa pengurus mauputt terhadap korporasi:

AP

( ) Icrta‘]ggUn . . . .
gjawaban pidana bagi pengurys korporas!

udukan fungsional dalam struktur orga

/atau kuasa pengur® atas

hadap pengurus

dibatasi scpanjang
nisast

Eengun;s mempunyai ked

3) I<orp0ra5i.
Orporasi tidak dapat dipermnggungja\vabkan secara pidana ter
dilakukan oleh peng

tindak i
ak pidana pencucian uang Yang
but dilakukan 0

l'nen

ke igamSnamakan korporasi, apabﬂa perbuat '

giatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya scbagaimana dltcn.tukan
g berlaku bagi korporas! yang

dal;
b am anggaran dasar atau ketentuall Inin yan
4 I;rsangkumn.
aki .
di Slflm dﬂpat memermtahkan supaya pe
dibldang pengadilan dan dapat pulam . tahkan supay? pengurt®
'Dq{lwa ke sidang pcngadﬂaﬂ. ) k |
am hal tindak pidana dilakukan oleh korporash mas? £ an kepad?

Pen ghadap dan pcnycrahan surat pan o
> di ! i at pen
gurus di tCmpﬂt nnggal pcngurus di tempflt P g

hadap suatu
urus yang R
an terse elalut '

0 p: pasal ,
) illdana pokok yang dijatuhkan rerhadap ko.rporabs;\a;j/ﬂ ;al(:aw per g%’

® engan ketentuan maksimye™ pidana &€ da ditamb? orpOras]
> ‘ ‘ mana 'naksud dalam 2Y%

ela' . .
i In pidana denda scbagal beru
afa dapat dijatuhkan pidana tam '.1.han' dernp
U pembubaran korporasi yang diikutt 9€ & |




Lampiran 1

(1) Seti P
g yang menerima
a4 atau menguasai:

. pentransferan;

a,
b
c

. pembayaran;
d‘ hibah; ’
e
£.

. Sllrnbanga n;
penitipan;
lg. PcnUkﬂran,
narta keks . .
Pidanael:;yézn yang diketahuinya atay patut diduganya merupakan hasil tindak
paling f1rrip tdana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
(lima rn‘il : 15 @ma belas) {ahun dan denda paling sedikit RpS.OO0.000.000,00
o rupiah). yar rupiah) dan paling bftnyak Rp! 5.000.000.000,00 (lma belas milyar
K
Ja::e;:man sebagaimana dima bagi Penyedia
cuangan yang melaksana angan

S )
ebagaimana dimaksud dalam P

tidak berlaku

ksud dalam ayat (1)
laporan transaksi keu

kan kewajiban P€
asal 13.

Setiap Wa Pasal 7
arga Negara Indonesia dan/atav korpotasi

lllar .

wil

Sarany ayah Negara Republik Indonesia ¥

engar; iy keterangan untu jad indak pidana pencucian U
imals pidana yang sama sebagal pelaku tindak pidana P€ '

ud dalam Pasal 3.

BAB 111
KAITAN DE

IN YANG

TINDAK PIDANA LA
pENCUCI

TINDAK PID
dengan sengajat

pasal 13 ayat (1), dip!
d dalam 12 N puluh juta rup

Pasal 8 ‘
idak menyampmkan la

Peg o
Ppn}:;?éa]asa Keuangan yang
endy, S?bagahnana dimaksu
Paling kl:ahng sedikit Rp230
anyak Rpl.OOO.OOO‘O

000.000,00 (¢ |
00,00 (53t ¢ rupiah)-

19¢
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Pasal 9
ang tunal berupa rupiah sejumiah

dibawa ke dalam atau ke
idana denda paling
k Rp300.000.000,00

Seti

Rpl?)l()) (;)Orgng yang tidak melaporkan u

luar Wi.1a iOOO,OO (seratus juta rupiah) atau lebih yang
yah Negara Republik Indonesia dipidana dengan P

sedikit R
: p100.000.0 : : ;
(tiga ratus juta mpia?qc;ioo (seratus juta rupiah) dan paling banya

Pp ATIC - Pasal 10
penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atat orang

ehpq .
‘etegntt,lp erkara tindak pidana pencucian uang yan
dipidan;‘nds(:b“gﬂimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (
(tiga) tﬂhu;ngan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

g persangkutan

Jain yan
ar

diperiksa melangg
1) dan Pasal 41 ayat (1),
tahun dan paling lama 3

(1) Dy Pasal 11 |
dj;am hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda.sebagmmﬂma
pid aksud dalam Bab 11 dan Bab I1I, pidana denda tersebut digant! dengan
Q) p; ana penjara paling Jama 3 (tiga) tahun.
aldana penjara sebagal pengganti pidana Jenda sebagaiman? dimaksud dalam
yat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.
Pasal
Tindak pidana dalam Bab 11 dan 111 adalah kejahata®
BAB v
pELAPORA
Bagian Kes
Kewajiban Melapo*
TK
(l) PEQ . ..Pasa at itkan l’lporﬂﬂ keP“ a PPA
seb yedia Jasa Keuang?? wa)! l;n enyt 1 hal-hal sebag?t perikut:
agaimana dimaksud dalam Bab u ’
a, . ¢ . . .
transaksi keuanga® mencur'igal\i:”n secard nai dalam jumlah kumU1::é
' juta rupiah) ata% bih at® ¥

b,
transaksi keuangan YAn8 a
sebesar Rp500.000.00000 (lima 2




L_ampiran |

nﬂﬂin a S 1. .
ya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa

2 Penk:rl:l tr;?nsaksi dalam 1 (satu) hari kerja.
dala):n paian laporan transaksi keuangan mencuriga
setelahac){i?]l: (1) h'uruf 2 dilakukan paling fambat 14 (empat
() Penvam ?tahm oleh Penyedia Jasa Ieuangan.
sta);ai nfj:iandjlaporan rransaksi keuangan yang dilakukan secara tunal
(erpat b;laa hrn'aksu.d dala‘m ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14
(4) Kewaiib s) hari kerja terhm..mg sejak tanggal transaksi dilakukan.
jiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huru

(5) .l;.:tfuku.nmk tra'nsaksi.yang dikecualikan.
dalama styang dlkc.cual’lkan dari lfcwajiban pelaporan s?bagaimana dim?ksud
transqka)"at (3) meliputs iransaksi antarbank, transa.km dengan Perrl'er{ntall,
atas ‘ .51 qengan bank sc‘nr_rnl, pembayaran gaji, penstun, dan transaksi lainnya
(©) Pe‘ permintaan Penyedia Jasa Keuanga® yang disetujui oleh PPATK. .
nyedia Jasa ICeuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksl

Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-
i laporan

(7
) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata
) diatur Jebih lanjut dengan I

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1

kan sebagaimana dimaksud
belas) hati kerja

f b tidak

Kepala PPATK.

Pe] Pasal 14 "
) :i:isax.man kewajiban pelaporan oleh Penyedia Js Ke.uangan y %\ be;b;;ll;\in
o dikecualikan dari ketentuafl rahasia bank sebagalmana dimaksy

ang-undang yang mengatt mengenal rahasia bank:

P _ Pasal 15 1. secard
:?é’echaj asa ICeuangan, pejabat serta pcgﬂ\Vﬁin)’ ‘ f_ldal‘ dapat dit° tsc‘};:;ais;m
Im ata maupun pidana atas PCIaksannan kewajiban pelapor?

aksud dalam Pasal 14. p
11 ara
(1) Sat: P sa o tau qrw‘ﬂﬂy h Cgt
Reuap orang yang membaw? uang WO l\fd mgo 000.000,00 (567" jutd
ruep.ublik Indonesia berup? rupid J X a’l p Direktorat Jendeml Bea A1
Cpliah) atau lebih, harus elaporkan K’ g
< an

(2) D‘:l o . 11 en ampall\ﬂn lapomn tentq a

Plrektorat Jenderal Bea dan Culfﬂl \::’\lvqktu-c’)zum“) hari kerj? sebag ™"
n &

a selama ja

u .
dl.:grmaSl yang diterimany
193 aksud dalam ayat (1) kepad?
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itahukan kepada PPATK

(3) Direk
ektorat Jenderal Bea dan Cukai wajib member
an terhadap

alin .
Eetengnir:ba‘; 5 (l?arl) kerj.a setclah mengetahui adanya pelanggat
() Laporan sebagamand dimaksud dalam ayat (1)
mengena's?agffm ana dimaksud dalam ayat (1) juga haru
(5) Apabila ldl' entitas orang yang membuat laporan.
Direktt;ratl-]iercliumn’ PPATK d?pat meminta informasi tambahan dati
(seratus | nderal Bea dan Cukai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00
juta rupiah) atau lebih, yang dibawa oleh setiap 0rang dari atau ke

dal; :
am wilayah Negara chublik Indonesia.

s memuat rincian

Bagian Kedua
ldentitas Nasabah

Pasal 17

(l) Se '
t1 .
Ap orang yang melakukan hubungaft usaha dengan PenyediaJ?

_
f}c,)?;:uﬁembeﬂkfm isientitasnya secara .lengkap dan akurat
dokum yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuang
2 PenYGdfn pendukung yang diperlukan.. |
Untuk d;?ﬂsa Keuangan wajib memas.ukan pengguna js2 keuangan
( ) Dalam b i sendiri atau untuk orang lam.. |
Keuay al Pengguna jasa keuangan ber'r_mdak unru.k.oranig lain, -
Pend 1gan wajib meminta informasl mengenal identitas df
Bagi ;kung C?ﬂri pihak lain tersebut R -
enyedia Jasa Keuangan Yang berbentuk bank, 1aen o
?:?dukung yang diminta dari penggun? jasa keuangal harus sesud! eng
“htuan peratur: undang-undanga™ ‘
oo JIZS“ Ke:vl‘:ﬂpgcﬂrn 1:vnjibgmcnyin%pan catatan dan quumen mcngefn;i
5 lima) tahun S€J?

ide .
Ntita ; i d an
S . al eng:«
pengguna Jasd keu ) - tersebut

\irnya hubungan usaha deng?

Py
S
AT PELAPORAN DAN

M b
de;:iam rangka mencegah dan mcmberanta’;’
(2) )pf.;}; Undﬂng-Undang ini dibefltu;{ IPA a;lt ) - dalah Jembag? yang
‘ < Sebag’liln'lna dimaksud alam
o . dan kewenangannya
kan tugas -

Inqd
€Penden dalam melaksand




Lampiran 1

(3) PPATIK
'K bertanggung jawab kcpada presiden.

Pasal 19

mP
(2% DI"IJI\TK berlfcdudukan di Ibukota Negar
alam hal diperlukan dapat dibuka perw

a Republik Indonesia.
2kilan PPATK di daerah.

Pasal 20
banyak 4

(1) PP .
ATK dipimpin oleh seorang kepala da

e g?:pat) orang wakil kepala.
pala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat
n atas usul menteri keuangas:
“nala sebagaimand dim

n dibantu oleh paling
(1) diangkat dan

aksud dalam ayat (1)
k1 (satw) kali

adalah 4 (empat) tahun d¢

m .
asa jabatan berikutnya. ;
PATK diatur engan

i dan tata kerja P

4 K
KEtenman mengenai susunan organisas
eputusan Presiden.

Untyk d Pasal 21 o yan
€tsan apat diangkat sebagal kepala atad wakil kepala PPATK, <2 on yang
a, Wagkut“n harus memenuhi syarat sebagal bertkut :
b berga.Negam Indonesia; . inaginy? 6

. rusia sekumng—kurangnya 35 (tiga puiuh ) dan setingg! g
C g e?am_ puluh) tahun pada saat pengangkatan-l; ‘
d, talz\;:,t la.smani dan rohani; i ik
c. 2, jujur, adil, dan memiliki integritas priba yfxng . bagi

Memiliki salah satu keahlian dan Pcngal“man di bidine perba?:j?fcir?ans%;

Egmbiaymn' perusahaan ofck, pcngcloln reksa dand Lukum, A%
& tidak merangkap jabatan atau pekefif“m Jain; 47

ak Pernah dija(uhi pidana pcnjam.
o

(1) pasal 22 . patanny? wajt

Kep: . pelum nemangky 17 di
e kep® PP'A:;iKr::nzrut agam? dan keperca)’aanﬂ}*l

a

ah atau )

m
engucapkan sump
amah agung

h
Adapan ketua mahk

2()0
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(2) Sum ah
P( atau ja nit eb {
) ) S ng:umzmn dimaksud dalam ayat (l) berbunyi sebag'li

beriku( :
“Saya ber
S T
PPATK 1a:;‘5zh/ berjanjl, bahwa saya untuk menjadi kepala/wakil kepala
memberikar at g atau uq?k langsung dengan nama dan dalih apa pur tidak
au menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun”.
u tidak melakukan

¢‘Sa}Ia be

Sesuaty ;:‘llsnpali)/ berjz.m.ji bahwa saya dalam melakukan ata
jabatan ini, nc'lak. .akan menerima langsung atau tidak langsung

tu janji atau pemberian dalam bentuk ap2 pun”.

saya akan merahasiakan kepada siapapu?

dar' :

1 :
siapa pun juga sesua
rundang-undnngﬂn wajib dirahasiakan”

“Sa
hal.)l':‘qlbersumpah /berjanji bahwa
al yang menurut pcratumn pc

melaksanakan tugas dan

t(Sa a
kewyen;ersumpah/bcrjanji bahwa saya akan
penuh gan selaku kepala/ wakil kepala denga®? sebal dan dengad
rasa tanggung ja\vab”.
a akan setia terhadap nega?

“Sa 7o
dan) a fefsumpah /berjanji bahw? say
peraturan pemndang—undangan yang berlaku”

konstitusi,-

Pasal 23

Jabg
tan k.
epala atau wakil kcpala PPATK berak

q, .
. men. ’
C. menmggﬂl dunia;
ber ﬁlundurkan diri; atau
akhi -
hir masa jabatannya:

M) K
a.ep:;la dan wakil kepala
ertempat tinggal di luar wilayal
a Sebag;u waft

b, keh
. ehilangan kewargancgamann
1] m . .
enderita sakit-tetus menerus yang peny . <
- kinkan melak ana
'ancam dengan

lebih dari 3 (tiga) bulan ya em

d ) ng HAA% me
n.fenl“di terdakwa dalam P¢f cara U0 lebi
pidana penjara yan8 aru) tabu? atau lebt

Jamany? (

dijatuhi pidana penjat® .
Eerangkap jabata cesjann 12

nyatakan pailit ©
melanggar sump

n atau P€
leh pengadﬂan; atau

jabatan-

201

o me

ah/janji
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(2) Menteri k .
wakjlesekc;mngan.\vn)lb'mengajukan usul kepada presiden agar kepala atau
pala PPATK diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana

| dimaksud dalam ayat (1).

| Pasal 25

1 : :

0 i:iliaplhak tidak boleh melakukan segala ben

® Kepal r;aan tugas dan kewenangan PPATK.
Pihak‘m an wakil kepata PPATIK wajib meno

(3) PPATKmm pun dalam pelaksanaan tugas dan ke
- dalam mclakukan pence
o ucian uang, dapat melakukan

astonal maupun internasional.

tuk campur tangan terhadap

lak setiap campur tangan dari

wenangannya.
berantasan tndak

pihak yang terkait, baik

gahan dan pem pidana
kerjasama dengan

Pasal26
S sebagai berikut :

Dal _
am melaksanakan fungsiny? PPATK mempunyal tUg# : _
mengevaluasi informasi yang

a' . .
g}engumpulkan, menyimpan, menganah51s,
mPeroleh olelh PPATI sesuai dengan Undan
emantau catatan dalam buku daftar pengecy

Jasa Keuangan;
membust pedoman
CUrlgakan; '
memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berw;r;
llrJlformaSi yang diperoleh oleh pPATK sesuai dengar ketentuan daia
. ndang ini;
Mengeluarkan pedoman
®wajibannya yang ditentukan
Peraturan pemndang-undangan in,

Nasy )
f, e bah yang mencumgakan; 4 erinmh menge
‘ I a p¢ ]
pPe mberikan rckomcndaSI LCP? d f idana Pencucmn uang;
q ’ Y4 & ) , N . . .
Acegahan dan pcmbcra ndaX P berindikas! tindak pidana

Me] - isi v
aporkan hasil analists ransaks! Kejaksaat
n ke . < ransakst keuangan

Pencyc; g
h, Infl(:uClan uang kepada kepolista® a %
e : n
mbuat dan memberikan Japoran b ada presideth
0 (enam) akukan

n berwenan

tald

ara pelaporan transak81 keuangan

mcngenai tata €
ang tentang

a [{euangan tentang
{ atau dengafl

Jeteksi perilaku

ikasi K dia Jas
: blikast kepada Penye .
o dalam Undang-undang in
embanty dalam men

nai upaya-upay?

ntasan

mel

da

N ke )

. l‘eglatan lainnya secara e

Pe Wwan Perwakilan Rakyab an ?(euwg
Ngawasan terhadap Peny¢ Jasa
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| (1) Dalarn el Pasal27
! N memin: sanakan tugasnya, PPATK mempunyal wewenang: |
| - ta dan menerima laporan j;
0 . :
ter]rmnd ta informasi mengena perke
1adap t . DI !
ap tindak pidana pencucian Uang yang

c. I;:;Z;\cﬁll: atau p'enuntut umuin;
ke“’?\jibains Zud{tdtcrlladap Penyedia
pedoman Pcsl:ﬂl engan ketentgan dalam.Undang-Undang ini dan terhadap
aporan mengenal cransaksi keuangan;
ngenal transaksi p

d
- membertk : 3
crikan Pengccualmn kewajiban pelapor?
al scbnga'mmna dimaksud dalam Pasal

dari Penyedia Jasa Keuangan;
mbangan penyidikan atau penuntutan
relah dilaporkan kepada

Jasa Keuangah mengena kepatuhan

keu
fl .
angan yang dilakukan secara tufl

) Dalall3 ayat (1) huruf b. _.
n melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf G PPATK
lembaga yangé melakukan

koordinnsi dengan
K cuangan:
aksud dalam ayat (1), ]

)D
alam { )
terhad melaksanakan kewenangat sebagaimand dim .
den ap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-Undang lain yang berkaital
gan ketentuan tentang rahasia bank dan kera ansaks! keuang?l

L hasiaan tf ;
Kerons
etey i jmaksud
dalqn;tunn mengenai tata cara pelaksanaa? kewenangah sebagal™ 7 dimaks
ayat (1) dan ayat (2) diatur Jebih lanjut dengan Kepy

terielyg

ben bih dahulu melakukan
av
gawasan terhadap Pcnycdia)nsa

tusan Ptcsidcn.

4

Pasal 28 | o
PPATK di dalam an di luar peng.a'
rnewaku s

. ¢ nan an
hkan kewe kjlg Lepala PPATK atau

alah satd wa

(1)

2 Ii:_pala PPATK mewakill
& Url)aalia PPATIC dapat menyer?
hing 'Sud dalam ayat (1) kepada S

ya yang khusus ditunjuk untuk it

(1) Scti,l
2 ap tahun, PPATK wajib

enc ’
di"ju]?nﬂ Kerja dan Anggaral Tahun
an melalui Sekretariat Negara-




2()4

].:llnpjmn 1
_——

PEN BAB VI
YIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
: DI SIDANG PENGADILAN
enyidik Pasal 30
bidang s:;a penuntutan, dan pemeriksaan di sidang p
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang

etenny
an dala

alam . . . .
“ﬂdang ini Hukum Acara Pidana, kecuali ditentu

engadilan rerhadap tindak
ini, dilakukan berdasarkan
kan lain dalam Undang-

Pasal 31

hal di
encUrig:lkd‘temUkan adanya petunjuk atas dugaan
TSebyg ( p;;l’ dalam waktu paling lama 3 (6ga) hari ker)
l““dald;njug\TK wajib menyerahkan hasil analisis kep?

ukan r.ransak'si

telah ditem
tunjuk

a sejak ditemukan p€

te
| da penyidik untuk

1) p

hakim berwenang

kukan pcmblo
ch PPATIC kepada perty g, tersd
1 tindak pldana.

diduga merupaka
hakum sebagaimana dima

dengan menyebutkal

Cnvi s

er:;::(cillll"{li] penuntut umun, atau

Setiap o‘rqzsa Keuangan ux.nmk mela

atay tel’d;‘lk\g yang tcl'nh ddaPorkan o)
etintaly va .Y?l.ng diketahui atau patut

ayat 1) lp enyldllf,Penuntutumum,amg

Mep Harus dilakukan secard tertulis

2 genat:

b. Z‘;na dan jabatan pcnyidik, pen mum, at;t;;) : ; gd;{ pcnyidik,

te Ntitas setiap orang yane telah dilaporkan © e
¢ al:z:ngk“’ atau Fcrdakwa;
d. an pemblokiran;

Undale
3 & te dak pidana yang disangkakan atal
n
Pey, 1pat harta kekayaan berada. . idik, P Lt umu
aty Yedia Jasa Keuangan setelah menerima pert ptah P2V vq'i, claksanak
¢ ! ‘ We
l)cﬂlibhaklm sebagaimana dimaksy alam ﬂ)’ﬁtl\j 2 : dit]crimﬂ'
ki } : . cirat
4 o lokiran sesaat scteiah sur?! perint? 1 punbl()b N ar Pclnksﬂﬂf‘“n
pem)l;edia Jﬂsa Keuangan waji mcnycm 1kan erllqkim pﬂﬁng 12 mbat
loki et pum, A
ran k idik enuntut U J Kiran:
Saty epada penyidt™ p embl0
' .ganaan an
(S> H ) harl kerja terhimng Sejﬂk tanggal Clﬂl\bdﬂn;: qppenyedi asa I{Cuang
radaa ¢
harus tetapP be

argy
ang bkekayaan yang diblokir
ersangkutan.
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ar ketentuan sebagairnana dimaksud

© P :
) Penyedia Jasa Keuangan yang melangg
tif sesuai dengan peraturan

dal
pe;::lm c':ilyat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administra
ndang-undangan yang beriaku.

Pasal 33

1

0 :;E:k k:ge_f;t_i:gﬂn pemeriksaan dalam perkaFa
ketemrl: ) Yil 1 N penun.tut umum, atau hakim l?erwenan !
yang telg‘hn A Penyedia Jasa JCeuangan mengena! harta kekayaan setiap orang

® Dalan a dl!ﬂporkan olch PPATK? tersangka, atau terdakwa.
alam memunta keterangan scbagaimana naksud dalam ayat (1), terhadap
Penyidik, penuntut umum, atau hakim adak berlaku ketentuanl Undang-Undang

(3) ;I;Zi mengatur ten tang rahasia bank dan kerahasiaan trz'msaksi keuangan lainn-ya.
intaan keterangan harus diajukan secard rertulis dengan menyebutkan

tindak pidana pencucian uang,
g untuk meminta

secara jelas mengenai :

Z‘ hama dan jabatan penyidik, P

. identitas setiap orang ya8 tel
terdakwa;

. tindak pidana yang dis au didakwakan; dan

nuntut umuim, atau hakim;
h PPATK, rersangka, ataY

€

ah dilaporkan ole

(4 Sd tempat harta kckayaan berada.
q‘-‘rat permintaan untuk mcmpcrolch keterangan sebagatmy?
ayat . : N
a) I(l) dan ayat (2) harus ditandatangan! olc‘:mmta"m ek e penyldlk;
b. Kepala Kepolisian Daerah dalam al perm o © ch penuntet
- Kepala Kejaksaan Tinggl dalam bal permmtaan )
umum: k
’ - san ufa
¢. Hakim Ketua Majelis yA78 memeriksa perkara ¥ g bersans
4 idang
D pasal 3 qan di s
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DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGG] AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
J1. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
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Flal : B_i_ml;igg&f}._&szip_si
(STAIN) pPurwokerto
Di : Purwokerlo.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing
kepada mahasiswa sebagai berikut :

Skripsi

1. Nama CUaI K "ASALAIL

2. NIM . 002065033

3, Jurusan . SYARI'AU

4. Angkatan T ahun : 2000

5. Alamatl . J1, Ko Tubun 2% .03/V No. 15 Karanzsalow PIT.
K emudian atas perkenan gaudara, sebelumnyd Kami ucapkan tef ima kasih.

m Wr. Wb.

Wassalamu’a.laiku
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Umi Khasanah

Tempat, Tanggal Lahir pekalongan, 27 Mei 1979

Jenis Kelamin Perempuan

Nikah / Belum Belum Nikah

Agama / Kewarganegaraan . Islam / Indonesia

Alamat Jl. KS. Tubun Rt 03/V No. 18 Karangsalam

Kidul Purwokerto 53152
_ Nama Orang Tua

a. Ayah . H. Achmad Munir
Pekerjaan Wiraswasta

b. Ibu Warinah
Pekerjaan Guru SMP

Pendidikan

Tahun 1992

a.

b. SLTPN 6 Purwokerto, Lulus Tahun 1995

MA “Tajul Ulum” Tanggung Harjo, Grobogan, Lulus Tahun 1998

n Syari’ah Prodi MUA, Lulus Teori 2005.

SDN Karangsalam 11, Lulus

C.
d. STAIN purwokerto Jurusan

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat sebenar-benamya
Penulis,
Umi Khasanah

/
NIM : 000265033



